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ABSTRAK 

Ratna Laura Nugraha. 2018. Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di SMP 

Negeri 1 Bantarkawung Kabupaten Brebes. Skripsi. Kurikulum dan 

Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Drs. Budiyono, M.S. 

Kata kunci: pelaksanaan, penjaminan mutu pendidikan 

Penjaminan mutu pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari 

sebuah lembaga pendidikan. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya 

program pemerintah yaitu sekolah model Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan 

penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung. Fokus penelitian 

ini adalah (1) bagaimana penetapan standar mutu pendidikan; (2) bagaimana 

pemetaan mutu pendidikan; (3) bagaimana rencana penyusunan pemenuhan mutu 

pendidikan; (4) bagaimana pelaksanaan pemenuhan mutu pendidikan; dan (5) 

bagaimana evaluasi pemenuhan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif jenis kualitatif deskriptif. Dengan subyek penelitian yaitu 

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Tim Perencanaan 

dan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 

Bantarkawung. Instrumen pengumpulan data adalah peneliti sendiri dibantu 

dengan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. 

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data Miles & Huberman 

yang terdiri dari tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 

data/penyimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah (1) penetapan standar mutu 

pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung mempertimbangkan kebutuhan 

sekolah dan kemampuan sumber daya sekolah. Penetapan standar mutu 

melibatkan perwakilan masing-masing unit kerja, komite sekolah, dan pengawas 

sekolah; (2) pemetaan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung 

dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi diri sekolah untuk memetakan 8 standar 

nasional pendidikan dengan didukung bukti fisik, sehingga menggambarkan mutu 

sekolah secara akurat; (3) penyusunan rencana pemenuhan mutu pendidikan di 

SMP Negeri 1 Bantarkawung diwujudkan dalam bentuk rencana kerja sekolah, 

persiapan sekolah berupa pembentukan tim penyusun, kemudian pembekalan 

mengenai kebijakan-kebijakan dan perumusan RKS; (4) pelaksanaan pemenuhan 

mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung merupakan pelaksanaan 

program dan kegiatan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang telah 

disusun dalam rencana kerja sekolah dengan didukung komitmen dari seluruh 

komponen sekolah; dan (5) evaluasi pemenuhan mutu pendidikan di SMP Negeri 

1 Bantarkawung dilakukan untuk melihat pelaksanaan dan hasil 8 standar nasional 

pendidikan, dari evaluasi ditemukan permasalahan yang dihadapi, kemudian 

dirumuskan rekomendasi perbaikannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Percepatan arus informasi dalam era globalisasi menuntut semua bidang 

kehidupan untuk menyesuaikan visi, misi, tujuan dan strategi agar sesuai 

dengan kebutuhan dan tidak ketinggalan zaman. Penyesuaian tersebut secara 

langsung mengubah tatanan sistem makro, maupun mikro demikian halnya 

dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan nasional senantiasa harus 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik 

ditingkat lokal, nasional, maupun internasional atau global. Era globalisasi 

memaksa kita harus dengan cepat melakukan reevaluasi dan revolusi di 

bidang pendidikan agar tidak terjadi kemerosotan kualitas atau mutu yang 

berdampak pada lemahnya sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan 

untuk mampu bersaing. 

Perkembangan zaman menuntut adanya penyelenggaraan pendidikan 

dilakukan secara lebih bermutu. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menggariskan, bahwa pendidikan dilaksanakan 

melalui satu sistem pendidikan nasional yang mengusahakan tercapainya 

tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta 

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. 
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Implikasi dari berlakunya undang-undang ini diantaranya adalah perlu 

adanya suatu standar mutu pendidikan yang bersifat nasional. Diantara upaya 

menentukan standar secara nasional adalah adanya Standar Nasional 

Pendidikan (PP no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan) 

untuk berbagai jenis dan jenjang satuan pendidikan. Amanat Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan pada pasal 91 menyatakan, “setiap satuan pendidikan 

pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 

pendidikan”. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk 

memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penjaminan 

mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam 

suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu 

yang jelas. 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah standar minimal yang 

ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh 

satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan 

menyelenggarakan pendidikan. Hal tersebut senada dengan Pasal 1 Peraturan 

Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 dengan tegas menyatakan bahwa Standar Nasional 

Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka 

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional 

Pendidikan mencakup komponen Standar Isi, Standar Proses, Standar 

Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar 

Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar 

Penilaian Pendidikan (Kemdikbud, 2016). Oleh karena itu, upaya pemenuhan 

standar nasional pendidikan melalui penjaminan mutu merupakan faktor 

kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan menjadi 

tanggung jawab dan kewenangan dari seluruh komponen satuan pendidikan 

untuk merencanakan dan melaksanakan dengan memanfaatkan seluruh 

sumber daya yang dimiliki. Sementara pemerintah melakukan supervisi dan 

membantu satuan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu. 

Sekolah beserta seluruh komponen didalamnya memiliki 

tanggungjawab dalam penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu 

pendidikan di sekolah tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya 

mutu pada seluruh komponen sekolah. Peningkatan mutu secara utuh dalam 

pelaksanaan penjaminan mutu sekolah komponen sekolah untuk bersama-

sama memiliki budaya mutu. Penjaminan mutu agar dapat berjalan dengan 

baik disegala lapisan pengelolaan pendidikan telah dikembangkan sistem 

penjaminan mutu pendidikan yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). 
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Sistem penjaminan mutu yang berjalan dan dijalankan oleh seluruh 

komponen dalam sekolah disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI). SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan 

memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai Standar Nasional 

Pendidikan. Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara 

berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan 

pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan 

serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. 

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal agar dapat dilakukan oleh 

seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu dikembangkan satuan 

pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan 

secara mandiri, yang selanjutnya disebut sekolah model, sebagai gambaran 

langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan 

mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan 

mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia. 

Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan 

bagi sekolah lain disekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan 

secara mandiri (Jamaluddin & Sopiah, 2017). SMP Negeri 1 Bantarkawung 

sebagai salah satu sekolah model sistem penjaminan mutu internal, dengan 5 

(lima) sekolah imbas yaitu: 1) SMP Negeri 2 Bantarkawung; 2) SMP 

Bustanul Ulum NU Bantarkawung; 3) SMP Putra Bangsa Bantarkawung; 4) 

SMP Ma’arif NU 4 Bantarkawung; dan 5) SMP Muhammadiyah 
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Bantarkawung. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui 

lebih mendalam dengan melakukan penelitian berjudul “Pelaksanaan 

Penjaminan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung Kabupaten 

Brebes”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditemukan 

permasalahan (Kemdikbud, 2016: 1) yaitu: 

1) pengelola pendidikan tidak tahu makna standar mutu pendidikan. Standar 

mutu merupakan sasaran mutu yang akan dicapai oleh satuan pendidikan 

dalam usahanya meningkatkan mutu pendidikan. Apabila hal ini tidak 

dipahami oleh pengelola pendidikan maka usaha untuk meningkatkan 

mutu tersebut dapat salah sasaran. 

2) kemampuan melakukan penjaminan mutu pendidikan yang belum 

dimiliki. 

Sekolah belum memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa proses 

pendidikan yang dijalankan dapat memenuhi Sistem Nasional Pendidikan 

(SNP). Kemampuan tersebut meliputi: cara melakukan penilaian hasil 

belajar, cara membuat perencanaan peningkatan mutu pendidikan, cara 

implementasi peningkatan mutu pendidikan, dan cara melakukan 

evaluasi pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran. 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti melakukan batasan 

masalah untuk fokus pada pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di SMP 

Negeri 1 Bantarkawung. Pentingnya hal tersebut diketahui karena penjaminan 

mutu pendidikan merupakan cara sekolah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dalam berbagai aspek mutu pendidikan di sekolah sesuai dengan 

standar mutu. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka didapat rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) bagaimana penetapan standar mutu pendidikan di SMP Negeri 1 

Bantarkawung? 

2) bagaimana pemetaan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung? 

3) bagaimana penyusunan rencana pemenuhan mutu pendidikan di SMP 

Negeri 1 Bantarkawung? 

4) bagaimana pelaksanaan pemenuhan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 

Bantarkawung? 

5) bagaimana evaluasi pemenuhan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 

Bantarkawung? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) memperoleh data guna membuat deskripsi penetapan standar mutu 

pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung; 

2) memperoleh data guna membuat deskripsi pemetaan mutu pendidikan di 

SMP Negeri 1 Bantarkawung; 

3) memperoleh data guna membuat deskripsi penyusunan rencana 

pemenuhan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung; 

4) memperoleh data guna membuat deskripsi pelaksanaan pemenuhan mutu 

pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung; 

5) memperoleh data guna membuat deskripsi evaluasi pemenuhan mutu 

pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut: 

1) manfaat teoritis 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

penjaminan mutu pendidikan di SMP dan sebagai bahan pertimbangan 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 



8 
 

 
 

2) manfaat praktis 

a) bagi mahasiswa: penelitian ini diharapkan dapat sebagai 

pengembangan pola pikir ilmiah dan pengembangan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan; 

b) bagi SMP Negeri 1 Bantarkawung: masukan untuk melaksanakan 

penjaminan mutu pendidikan selanjutnya; 

c) bagi SMP lain: memberikan referensi untuk melaksanakan 

penjaminan mutu pendidikan lebih baik. 

1.7 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadi kesalahan dalam penafsiran dan pengertian istilah 

dalam judul: “PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI 

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES” yang 

penulis ajukan, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dan batasan 

tentang arti dari isi penulisan tersebut, yaitu sebagai berikut. 

1) Pelaksanaan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan merupakan proses, 

cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). 

Berdasarkan pengertian tersebut, arti pelaksanaan yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah tahapan proses program penjaminan mutu di 

SMP Negeri 1 Bantarkawung sebagai sekolah model Sistem Penjaminan 

Mutu Internal di kecamatan Bantarkawung. 
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2) Mutu Pendidikan 

Menurut Engkoswara dan Aan Komariah (2010: 305), berpendapat 

bahwa mutu pendidikan bersifat relatif karena tidak semua orang 

memiliki ukuran yang sama persis. Kemudian Kemdikbud (2016: 7), 

menjelaskan bahwa mutu pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 

Menengah dilihat dari tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan 

Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan/atau 

program keahlian. 

3) Penjaminan Mutu Pendidikan 

Husnaini Usman (2016: 418) merumuskan penjaminan mutu mencakup 

seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang diterapkan di dalam 

sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa sesuatu produk akan 

memenuhi persyaratan mutu. Dengan demikian, penjaminan mutu 

pendidikan sebagai suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan 

berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan 

pendidikan telah sesuai dengan standar mutu (SNP) dan aturan yang 

ditetapkan. 

Penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggungjawab dari 

berbagai pihak. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dilakukan oleh 

satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan pada tingkat 

pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah. 

Tahapan penjaminan mutu pendidikan dimulai dari penetapan standar 
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mutu, pemenuhan mutu pendidikan, penyusunan rencana pemenuhan 

mutu pendidikan, pelaksanaan pemenuhan mutu pendidikan, dan evaluasi 

pemenuhan mutu pendidikan. 

4) SMP Negeri 1 Bantarkawung 

SMP Negeri 1 Bantarkawung merupakan salah satu sekolah negeri di 

kecamatan Bantarkawung yang menjadi sekolah model Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI). 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran dan memudahkan dalam menelaah isinya, 

sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian 

pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir. 

1) Bagian Pendahuluan 

Bagian awal skripsi terdiri dari judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. 

2) Bagian Isi 

a) Bab I: Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi. 

b) Bab II: Kerangka Teoritik 

Bagian ini memaparkan tentang teori-teori yang mendukung dalam 

penelitian terkait penjaminan mutu pendidikan. 
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c) Bab III: Metode Penelitian 

Bagian yang menguraikan tentang metode penelitian, desain 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik 

pengumpulan data, keabsahan data, dan metode analisis data. 

d) Bab IV: Seting Penelitian 

Bagian ini menguraikan tentang latar penelitian yaitu di SMP Negeri 1 

Bantarkawung. 

e) Bab V: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini menguraikan tentang gambaran umum SMP Negeri 1 

Bantarkawung dan hasil penelitian serta pembahasan penelitian. 

f) Bab VI: Penutup 

Bagian ini menguraikan tentang simpulan dari pembahasan dan saran 

bagi pihak tertentu yang terkait dengan penelitian ini. 

3) Bagian akhir 

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB II 

KERANGKA TEORITIK 

2.1 Mutu Pendidikan 

Menurut Suhendar dkk (2017), menjelaskan bahwa mutu secara umum adalah 

gambaran atau karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang 

menunjukan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. 

Sementara definisi mutu menurut Goetsch D.L dan Davis D.L (2003) dalam 

Rasto (2016), sebagai keadaan dinamik yang diasosiasikan dengan produk, 

jasa, orang, proses, dan lingkungan yang mencapai atau melebihi harapan. 

Dijelaskan “keadaan dinamik” merujuk pada kenyataan bahwa apa yang 

dianggap bermutu dapat dan sering berubah sejalan dengan berlakunya waktu 

dan pergantian keadaan lingkungan. Unsur “produk, jasa, orang, proses, dan 

lingkungan”, menunjukan mutu tidak hanya berlaku untuk produk dan jasa 

yang disediakan, melainkan juga orang dan proses yang menyediakan produk 

dan jasa itu serta lingkungan di mana produk dan jasa tersebut disediakan. 

Menurut Noronha (2011: 13), menjelaskan mutu dapat diartikan 

sebagai perbaikan secara terus menerus, mutu juga berarti istimewa, dan mutu 

juga berarti memenuhi harapan pelanggan. Selanjutnya menurut Sri dan 

Irwani (2014: 52) menjelaskan mutu merupakan suatu proses penetapan dan 

pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga 

konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh 

kepuasan.
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Fokus mutu adalah kepuasan pelanggan, sehingga ketika barang atau 

jasa mampu memuaskan, memenuhi, dan dapat bermanfaat baik bagi 

pelanggan itulah yang dikatakan bermutu. Secara khusus dalam dunia 

pendidikan yang disebut sebagai pelanggan adalah peserta didik, seberapa 

puas peserta didik dalam merasakan kebermanfaatan penyelenggaraan 

pendidikan adalah perwujudan dari mutu pendidikan. 

Engkoswara dan Aan Komariah (2010: 305), berpendapat bahwa mutu 

pendidikan bersifat relatif karena tidak semua orang memiliki ukuran yang 

sama persis. Kemudian Kemdikbud (2016: 7), menjelaskan, mutu pendidikan 

pada Pendidikan Dasar dan Menengah dilihat dari tingkat kesesuaian antara 

penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 

dan/atau program keahlian. 

Standar Nasional Pendidikan memuat kriteria minimal tentang 

komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur 

pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan 

karakteristik dan kekhasan programnya (Ara Hidayat & Imam Machali: 2012: 

175). Lingkup SNP meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi 

lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 

pendidikan (PP No. 13 Tahun 2013). Uraian setiap komponen SNP 

dijabarkan sebagai berikut. 
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1) Standar Isi 

Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu (Barnawi dan M.Arifin, 2017: 48). Ketentuan 

mengenai standar isi secara lebih rinci diatur dalam Permendikbud No. 

21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Di 

dalamnya memuat tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. 

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta 

didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu 

program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Tingkat 

kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik 

yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas dalam 

rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi 

dirumuskan berdasarkan kriteria, yaitu tingkat perkembangan peserta 

didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi 

yang berjenjang. 

Standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah dikembangkan 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar isi mencakup 

keseluruhan dasar dan struktur kurikulum yang dijadikan pedoman dalam 

penyusunan kurikulum, beban belajar bagi peserta didik, kurikulum 

tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan 

pendidikan, dan kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan. 
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Mulyasa (2014: 24) mengemukakan bahwa penataan standar isi 

dilakukan dalam rangka penguatan materi melalui evaluasi ulang ruang 

lingkup materi: (1) mengeliminasi materi yang tidak esensial atau tidak 

relevan bagi peserta didik; (2) mempertahankan materi yang sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik; dan (3) menambahkan materi yang 

dianggap penting dalam perbandingan internasional; evaluasi ulang 

kedalaman materi sesuai dengan tuntutan perbandingan internasional, 

serta menyusun kompetensi dasar sesuai dengan materi yang dibutuhkan. 

2) Standar Proses 

Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada 

satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar 

proses diatur dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik (Barnawi & M. Arifin, 2017: 50). 

3) Standar Kompetensi Lulusan 

Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman 

penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan 
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pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk 

seluruh mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai 

acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian 

pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana 

dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. 

Dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa 

standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan 

peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa 

belajar di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah. 

Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki 

tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lulusan 

SMP/MTs/SMPLB/Paket B memiliki dimensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yaitu: 

a) dimensi sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap (1) 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME; (2) berkarakter, jujur, 

dan peduli; (3) bertanggungjawab; (4) pembelajar sejati sepanjang 

hayat; dan (5) sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan 

perkembangan anak di keluarga, sekolah, masyarakat, dan 

lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. 

b) dimensi pengetahuan, memiliki pengetahuan, faktual, konseptual, 

prosedural, dan metrakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
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sederhana berkenaan dengan (1) ilmu pengetahuan; (2) teknologi; (3) 

seni; dan (4) budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan diatas dalam 

konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan 

alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. 

c) dimensi keterampilan, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak 

(1) kreatif; (2) produktif; (3) kritis; (4) mandiri; (5) kolaboratif; dan 

(6) komunikatif. Melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang 

dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lainnya. 

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan 

prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam 

jabatan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dijelaskan, “pendidik merupakan tenaga profesional 

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, 

serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama 

bagi pendidik pada perguruan tinggi”. 

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi 

akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh 

seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat 

keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
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berlaku. Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTS atau bentuk lain yang 

sederajat minimum adalah diploma empat (D-IV) atau strata satu (S1) 

program studi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dan diperoleh 

dari program studi yang terakreditasi. 

Kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. Standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik diatur dalam 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007. Setiap pendidik diwajibkan 

memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara 

nasional. Sementara “tenaga kependidikan bertugas melaksanakan 

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan 

teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan”.  

5) Standar Sarana dan Prasarana 

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, 

tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, 

bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta 

sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi. Standar sarana dan prasarana diatur dalam Permendiknas 

No. 24 Tahun 2007 dan Permendiknas No. 40 Tahun 2008. Standarisasi 

sarana dan prasarana sekolah merupakan suatu penyesuaian bentuk, baik 

penyesuaian dalam hal spesifikasi, kualitas maupun kuantitas dengan 

kriteria minimum yang telah ditetapkan. Hal itu untuk mewujudkan 
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transparasi dan akuntabilitas publik serta meningkatkan kinerja 

penyelenggara pendidikan. 

6) Standar Pengelolaan 

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan 

Pendidikan menyatakan, “Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi 

standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional”. Standar 

pengelolaan pendidikan meliputi (1) perencanaan program yang berisi: 

visi sekolah/madrasah, misi sekolah/madrasah, tujuan sekolah/madrasah, 

rencana kerja sekolah/madrasah dan rencana kegiatan dan anggaran 

sekolah/madrasah; (2) pelaksanaan rencana kerja; (3) pengawasan dan 

evaluasi; (4) kepemimpinan sekolah/madrasah; dan (5) sistem informasi 

manajemen. 

7) Standar Pembiayaan 

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan 

besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu 

tahun. Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas No. 69 Tahun 

2009. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, 

dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya 

penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, 

dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang 

harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses 

pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan 

pendidikan meliputi (a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta 
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segala tunjangan yang melekat pada gaji, (b) bahan atau peralatan 

pendidikan habis pakai, dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung 

berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan 

prasarana, uang lembur, transportasi, kosumsi, pajak, asuransi, dan lain 

sebagainya. 

8) Standar Penilaian Pendidikan 

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil 

belajar peserta didik. Standar penilaian pendidikan diatur dalam 

Permendikbud No. 23 Tahun 2016. Penilaian pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh 

pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian 

hasil belajar oleh pemerintah. Standar penilaian pendidikan dimaksudkan 

untuk mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai standar nasional 

pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan. 

Delapan standar nasional pendidikan diatas disajikan menjadi 

indikator kunci, berikut ini adalah tabel indikator pemenuhan standar nasional 

pendidikan. 
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Tabel 2. 1. Indikator Standar Nasional Pendidikan 

No. 
Komponen 

SNP 
Indikator Pemenuhan SNP 

1. Standar Isi a. Pengembangan kurikulum pada tingkat satuan 

pendidikan menggunakan panduan yang disusun 

BSNP 

b. Kurikulum dibuat dengan mempertimbangkan 

karakteristik daerah, kebutuhan sosial 

masyarakat, kondisi budaya, usia peserta didik, 

dan kebutuhan pembelajaran 

c. Kurikulum telah menunjukkan adanya alokasi 

waktu, rencana program remidial dan pengayaan 

bagi peserta didik  

d. Sekolah menyediakan layanan bimbingan dan 

konseling untuk memenuhi kebutuhan 

pengembangan pribadi peserta didik 

e. Sekolah menyediakan kegiatan ekstrakurikuler 

untuk memenuhi kebutuhan pengembangan 

pribadi peserta didik 

2. Standar Proses a. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Isi 

(SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan 

panduan KTSP 

b. Pengembangan silabus dilakukan guru secara 

mandiri atau berkelompok 

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip 

perencanaan pembelajaran 

d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

memperhatikan perbedaan gender, minat, bakat, 

motivasi belajar, potensi, emosional, gaya 

belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, 

latar belakang budaya, norma nilai-nilai, dan 

lingkungan peserta didik 

e. Peserta didik dapat mengakses buku panduan, 

buku pengayaan, buku referensi, dan sumber 

belajar lain selain buku pelajaran dengan mudah 
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 f. Guru menggunakan buku panduan, buku 

pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar 

lain selain buku pelajaran secara tepat dalam 

pembelajaran untuk membantu dan memotivasi 

peserta didik 

g. Para guru melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, dan menantang, 

mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup 

h. Para peserta didik memperoleh kesempatan yang 

sama untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi, 

serta mendapatkan konfirmasi 

i. Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran 

dilakukan pada setiap tahap meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil 

pembelajaran 

j. Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran 

dilakukan secara berkala dan berkelanjutan oleh 

kepala sekolah dan pengawas 

3. Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

a. Peserta didik memperlihatkan kemajuan yang 

lebih baik dalam mencapai target yang 

ditetapkan SKL 

b. Peserta didik memperlihatkan kemajuan sebagai 

pembelajar yang mandiri 

c. Peserta didik memperlihatkan motivasi belajar 

dan rasa percaya diri yang tinggi 

d. Sekolah mengembangkan kepribadian peserta 

didik 

e. Sekolah mengembangkan keterampilan hidup 

f. Sekolah mengembangkan nilai-nilai agama, 

budaya, dan pemahaman atas sikap yang dapat 

diterima 

4. Standar 

Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan 

a. Jumlah pendidik memenuhi standar 

b. Jumlah tenaga kependidikan memenuhi standar 

c. Kualifikasi pendidik memenuhi standar 
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d. Kualifikasi tenaga kependidikan memenuhi 

standar 

e. Kompetensi pendidik memenuhi standar 

f. Kompetensi tenaga kependidikan memenuhi 

standar 

5. Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

a. Sekolah memenuhi standar terkait dengan 

ukuran ruangan, jumlah ruangan, persyaratan 

untuk sistem ventilasi, dan lainnya. 

b. Sekolah memenuhi standar terkait dengan 

jumlah peserta didik dalam rombongan belajar 

c. Sekolah memenuhi standar terkait dengan 

penyediaan alat dan sumber belajar termasuk 

buku pelajaran 

d. Pemeliharaan bangunan dilaksanakan secara 

berkala sesuai dengan persyaratan standar 

e. Bangunan aman dan nyaman untuk semua 

peserta didik dan memberi kemudahan kepada 

peserta didik yang berkebutuhan khusus 

6. Standar 

Pengelolaan 

a. Sekolah merumuskan visi dan misi serta 

disosialisasikan kepada warga sekolah dan 

pemangku kepentingan 

b. Pengelolaan sekolah menunjukkan adanya 

kemandirian, kemitraan, partisipasi, 

keterbukaan, dan akuntabilitas 

c. Sekolah merumuskan rencana kerja dengan 

tujuan yang jelas untuk peningkatan dan 

perbaikan berkelanjutan 

d. Sekolah mensosialisasikan rencana kerja yang 

berbasis tujuan untuk peningkatan dan perbaikan 

berkelanjutan kepada warga sekolah dan pihak-

pihak yang berkepentingan 

e. Rencana kerja tahunan dinyatakan dalam 

rencana kegiatan dan anggaran sekolah 

dilaksanakan berdasarkan rencana jangka 

menengah (renstra) 
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f. Sekolah melakukan evaluasi diri terhadap 

kinerja sekolah secara berkelanjutan untuk 

melihat dampaknya terhadap peningkatan hasil 

belajar 

g. Sekolah menetapkan prioritas indikator untuk 

mengukur, menilai kinerja, dan melakukan 

perbaikan berdasarkan hasil evaluasi diri dengan 

memfokuskan pada peningkatan hasil belajar 

h. Sekolah mengelola sistem informasi pengelolaan 

dengan cara yang efektif, efisien, dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

i. Sekolah menyediakan sistem informasi yang 

efisien, efektif, dan dapat diakses 

j. Sekolah meningkatkan keefektifan kinerja 

pendidik dan tenaga kependidikan dan 

pengembangan profesi pendidik dan tenaga 

kependidikan 

k. Supervisi dan evaluasi pendidik dan tenaga 

kependidikan sesuai dengan standar nasional 

l. Warga sekolah terlibat dalam pengelolaan 

kegiatan akademis dan nonakademis 

m. Sekolah melibatkan anggota masyarakat 

khususnya pengelolaan kegiatan nonakademis 

7. Standar 

Pembiayaan 

a. Anggaran sekolah dirumuskan merujuk 

peraturan pemerintah, pemerintahan provinsi, 

dan pemerintahan kabupaten/kota 

b. Perumusan RAPBS/RKAS melibatkan komite 

sekolah dan pemangku kepentingan yang 

relevan 

c. Penyusunan rencana keuangan sekolah 

dilakukan secara transparan, efisien, dan 

akuntabel 

d. Sekolah membuat laporan keuangan kepada 

pemerintah dan pemangku kepentingan 

e. Sekolah memiliki kapasitas untuk mencari dana 

dengan inisiatifnya sendiri 
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f. Sekolah membangun jaringan kerja dengan 

dunia usaha dan dunia industri setempat 

g. Sekolah memelihara hubungan dengan alumni 

h. Sekolah melayani peserta didik dari berbagai 

tingaktan sosial ekonomi termasuk peserta didik 

dengan kebutuhan khusus 

i. Sekolah melakukan subsidi silang kepada 

peserta didik kurang mampu dibidang ekonomi 

8. Standar 

Penilaian 

Pendidikan 

a. Guru menyusun perencanaan penilaian terhadap 

pencapaian kompetensi peserta didik 

b. Guru memberikan informasi kepada peserta 

didik mengenai kriteria penilaian termasuk 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

c. Guru melaksanakan penilaian secara teratur 

berdasarkan rencana yang telah dibuat 

d. Guru menerapkan berbagai teknik, bentuk, dan 

jenis penilaian untuk mengukur prestasi dan 

kesulitan belajar peserta didik 

e. Guru memberikan masukan dan komentar 

mengenai penilaian yang mereka lakukan pada 

peserta didik 

f. Guru menggunakan hasil penilaian untuk 

perbaikan pembelajaran 

g. Sekolah melaporkan hasil penilaian mata 

pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran 

pada setiap akhir semester kepada orangtua/wali 

peserta didik dalam bentuk buku laporan 

pendidikan 

h. Sekolah melibatkan orangtua peserta didik 

dalam meningkatkan pencapaian hasil belajar 

peserta didik 
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2.2 Penjaminan Mutu Pendidikan 

2.2.1 Definisi Penjaminan Mutu Pendidikan 

Menurut Fattah (2012: 2), bahwa mutu tidak berdiri sendiri, artinya banyak 

faktor untuk mencapainya dan untuk memelihara mutu. Dalam kaitan ini 

peran dan fungsi sistem penjaminan mutu (Quality Assurance System) sangat 

dibutuhkan. Husnaini Usman (2016: 418), merumuskan penjaminan mutu 

mencakup seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang diterapkan di dalam 

sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa sesuatu produk akan 

memenuhi persyaratan mutu. Merujuk pada Leon M. Lessinger (1976: 514), 

menyatakan: 

Given the present status of the quality control function in 

education, quality assurance is of major importance. Recent 

developments in educational program auditing suggest that we 

may be seeing strong moves toward the development of quality 

assurance in education. 

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka pada dasarnya fungsi 

kontrol kualitas pendidikan melalui penjaminan mutu sangat penting. Melalui 

penjaminan mutu pendidikan dapat menunjukan adanya perubahan yang kuat 

menuju perkembangan kualitas dalam pendidikan. Dengan demikian, 

penjaminan mutu pendidikan sebagai suatu mekanisme yang sistematis, 

terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses 

penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu (SNP) dan 

aturan yang ditetapkan. 
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Amri (2013: 34), menyatakan dalam lingkungan pendidikan, 

khususnya sekolah, tuntutan akan penjaminan mutu merupakan gejala yang 

wajar, karena penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan 

tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, orangtua, dan dunia 

usaha/dunia industri.   

Pada dasarnya penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk 

memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan yang 

dijalankan oleh suatu sekolah/madrasah secara internal untuk mewujudkan 

visi dan misi serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui 

penyelenggaraan pendidikan. 

Sebagai langkah awal dalam kegiatan penjaminan mutu internal di 

sekolah/madrasah maka sekolah tersebut perlu melakukan evaluasi diri 

sekolah (EDS) sebagai langkah pengumpulan data, khususnya yang terkait 

dengan tingkat pencapaian sekolah dan juga berbagai kekurangan pada 

penyelenggaraan pendidikan, hal itu dapat terlihat dari hasil rekomendasi 

pada hasil evaluasi diri sekolah (EDS). 

2.2.2 Sasaran dan Dasar Hukum Penjaminan Mutu Pendidikan 

Sasaran mutu dalam dunia pendidikan menurut Fattah (2012: 9 – 10), 

meliputi: 

1) kelembagaan (satuan pendidikan atau program pendidikan) 

2) proses penyelenggaraan satuan atau program pendidikan formal, 

nonformal, atau informal 
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3) produk atau lulusan (peserta didik) 

Adapun dasar hukum dari sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri dari: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Dasar dan Menengah 

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan 

keterkaitannya dengan manajemen itu sendiri. Dalam manajemen mutu, 

semua fungsi manajemen yang dijalankan oleh para manajer pendidikan di 

sekolah (Kepala Sekolah) diarahkan untuk dapat memberikan kepuasan 

kepada para pelanggannya (customer), terutama kepada para pelanggan 

eksternal, seperti: peserta didik, orangtua peserta didik atau masyarakat dan 

para pemakai lulusan. Dalam upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan 

tersebut di perlakukan suatu patokan atau standar tertentu sebagai kriteria, 

dan layanan pendidikan yang diberikan seharusnya sesuai atau jika mungkin 

dapat melampaui kriteria minimal tersebut. Dengan demikian, semua fungsi 

manajemen pendidikan diarahkan agar semua layanan pendidikan yang 

diberikan tersebut paling tidak memenuhi atau jika mungkin dapat melebihi 

harapan pelanggan yang terjamin dari kriteria minimal tersebut. 
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Dalam perspektif manajemen mutu, pengendalian mutu suatu produk 

perlu dilakukan karena mutu dari sebagian produk yang dihasilkan sangat 

mungkin menghadapi resiko tidak sesuai (lebih rendah) dari standar minimal 

yang dipersyaratkan. Dalam bidang pendidikan, logika inipun juga dapat 

berlaku, dimana dari sebagian lulusan (output) yang dihasilkan oleh suatu 

institusi pendidikan, kualitasnya mungkin lebih rendah dari standar minimal 

yang telah dipersyaratkan. 

Oleh karena itu, dalam manajemen pendidikan pun diperlukan suatu 

upaya pengelolaan mutu dalam bentuk jaminan mutu (quality assurance), 

yang akan memberikan jaminan kepada para pelanggan bahwa semua aspek 

yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh lembaga 

pendidikan tersebut dapat mencapai standar mutu tertentu, sehingga output 

yang dihasilkan dari lembaga atau satuan pendidikan tersebut sesuai dengan 

visi dan misi sekolah. Konsep yang terkait dengan manajemen mutu itu 

dikenal dengan penjaminan mutu atau quality assurance. 

2.2.3 Ruang Lingkup Penjaminan Mutu Pendidikan 

Dalam manajemen mutu pendidikan, pihak pengelola di sekolah seharusnya 

dapat menjamin terpenuhinya kepuasan masyarakat pengguna (pelanggan), 

yaitu dengan menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan di sekolah 

atau institusi pendidikan tersebut adalah dapat memenuhi atau mungkin 

melebihi kebutuhan pelanggan. 

 



30 
 

 
 

Ada tiga komponen sistematik dari upaya penjaminan mutu, yaitu: 

1) komponen belajar mengajar, yang meliputi: lingkungan belajar, proses 

belajar peserta didik, proses mengajar, perencanaan dan penerapan 

rencana pembelajaran, penugasan dan pelaporan serta penilaian dan 

refleksi; 

2) kepemimpinan dan budaya sekolah, yang meliputi: kepemimpinan 

kontekstual, kepemimpinan untuk perubahan, kepemimpinan inklusif, 

kepemimpinan untuk belajar, konteks budaya sekolah dalam rangka 

mengembangkan rasa memiliki, budaya belajar, dan budaya peningkatan. 

3) pengembangan manajemen sekolah, meliputi: tujuan sekolah, penerapan, 

prioritas, perencanaan, manajemen peningkatan mutu, manajemen 

perubahan. 

Penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab dari berbagai 

pihak. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dilakukan oleh 

satuan/program pendidikan dan penyelenggara satuan/program pendidikan 

pada tingkat pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah. Tahapan penjaminan mutu pendidikan menurut Fattah (2012: 6), 

dimulai dari penetapan standar mutu, pemenuhan standar, pengukuran dan 

evaluasi dengan cara pengumpulan data dan analisis, perbaikan dan 

pengembangan standar dalam peningkatan mutu pendidikan yang mengacu 

pada acuan mutu pendidikan, yakni standar pelayanan minimal, standar 

nasional pendidikan, dan standar mutu pendidikan yang melampaui standar 

nasional pendidikan. 
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2.2.4 Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Kajian Teknologi Pendidikan 

Definisi yang dikemukakan oleh AECT (The Association for Educational 

Communication and Technology) tahun 2004 sebagai hasil pengembangan 

dari kawasan sebelumnya menyatakan bahwa “Educational technology is the 

study and ethical practice of facilitating learning and improving performance 

by creating, using, and managing appropriate technology processes and 

resources”. Artinya Teknologi Pembelajaran adalah studi dan etika praktik 

dalam rangka memfasilitasi belajar dan peningkatan kinerja melalui 

penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses dan sumber-sumber secara 

memadai (Ariani, 2017). 

Berdasarkan pada definisi di atas, maka teknologi pendidikan titik 

fokusnya adalah memfasilitasi praktek pembelajaran, caranya adalah dengan 

menciptakan, mendesain, atau mengkreasi, menggunakan, dan mengelola 

metode/proses teknologis dan media/sumber belajar (Subkhan, 2013). 

Ulasan mengenai kawasan teknologi pendidikan tahun 2004, 

penelitian ini mengacu pada peningkatan kinerja. Peneliti ingin mengetahui 

bagaimana pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan mencakup kegiatan 

terencana dan sistematis yang diterapkan di dalam sistem manajemen mutu 

untuk meyakinkan bahwa suatu produk akan memenuhi persyaratan mutu. 

Penjaminan mutu pendidikan sebagai suatu mekanisme yang sistematis, 

terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mamastikan bahwa seluruh proses 

penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu yaitu Standar 

Nasional Pendidikan (SNP). 
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2.3 Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan 

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan 

meliputi langkah-langkah: penetapan standar mutu, pemetaan mutu, 

penyusunan rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, dan 

evaluasi pemenuhan mutu. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 

1) Penetapan Standar Mutu 

Menurut Fattah (2012: 3) stakeholder pendidikan seperti orangtua, 

masyarakat, pemerintah, dan dunia industri memiliki persepsi yang 

berbeda tentang mutu. Perbedaan persepsi ini berimplikasi bagi sekolah 

atau institusi pendidikan akan perlunya menetapkan standar mutu sebagai 

acuan dalam mencapai mutu pendidikan. Dengan demikian, satuan 

pendidikan harus melibatkan seluruh komponen dalam penetapan standar 

mutu (Kemdikbud, 2016: 49). 

Satuan pendidikan harus melibatkan seluruh komponen dalam 

penetapan standar mutu. Fattah (2012: 3) menjelaskan, penetapan standar 

mutu pendidikan atau pendekatan berbasis standar (Standard Based 

Approach) dimaksudkan untuk mengukur dan menilai pemenuhan 

standar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan mutu 

(Quality Policy). 

Kebijakan mutu secara nasional mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2015 bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah 

kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum 



33 
 

 
 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan 

berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan 

pengawasan pembejaran dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional 

yang bermutu. 

2) Pemetaan Mutu 

Kemdikbud (2016: 21) menjelaskan, pemetaan mutu dilaksanakan 

melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan mengacu pada 

SNP. Pemetaan mutu melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan 

dan pemangku kepentingan, seperti: kepala satuan pendidikan, pendidik, 

tenaga kependidikan, komite, orangtua, peserta didik, perwakilan 

yayasan, pengawas serta pemangku kepentingan diluar satuan 

pendidikan. Lebih lanjut Kemdikbud (2016: 21) menjelaskan, langkah-

langkah yang dapat dilakukan satuan pendidikan dalam melaksanakan 

pemetaan mutu, yaitu: penyusunan instrumen, pengumpulan data, 

pengolahan dan analisa data serta penyusunan hasil. 

Manfaat pemetaan mutu akan memberikan gambaran kepada 

berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar 

nasional pendidikan (Kemdikbud, 2017: 1).  

Satuan pendidikan menyusun instrumen mencakup seluruh 

standar beserta indikator dari masing-masing standar. Penyusunan 

instrumen ini akan membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan 

proses pemetaan mutu. Dalam menyusun instrumen harus 
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memperhatikan bagaimana sumber data tersebut akan didapatkan, karena 

prinsip pemetaan mutu dilakukan berdasarkan bukti-bukti fisik. 

Pengumpulan data bukti yang sistematik dibutuhkan dalam 

pemetaan mutu. Penentuan ruang lingkup data bukti penting untuk 

dilakukan karena terlalu banyak informasi akan menyebabkan pemetaan 

mutu menjadi tidak terkendali, tidak berkelanjutan, dan tidak produktif. 

Tahap pengumpulan data menurut Fattah (2012: 21-22) dapat dilakukan 

satuan pendidikan melalui kegiatan sebagai berikut: 

a) melakukan sosialisasi cara pengisian alat evaluasi diri satuan 

pendidikan oleh pengawas dan kepala satuan pendidikan kepada 

sivitas satuan pendidikan; 

b) melakukan pengisian evaluasi diri sekolah dengan standar acuan 

SPM dan/atau SNP; 

c) menelaah hasil pengisian dengan cara diskusi seluruh komponen 

pada satuan pendidikan yang bersangkutan agar diperoleh data yang 

akurat; dan 

d) mengumpulkan hasil pengisian instrumen untuk diolah. 

Setelah data bukti terkumpul, satuan pendidikan melakukan 

pengolahan dan analisa. Data butki yang terkumpul menggambarkan 

kondisi mutu satuan pendidikan terhadap SNP. Dalam analisa data yang 

dapat dilakukan satuan pendidikan adalah sebagai berikut: 

a) mengecek kebenaran data dilengkapi dengan bukti-bukti 

kemutakhiran, juga fakta yang ada pada satuan pendidikan; 
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b) mengolah data dengan cara sesuai dengan indikator dan kategori 

yang terdapat pada EDS; 

c) merangkum data hasil kategorisasi menjadi deskripsi kondisi satuan 

pendidikan; 

d) menganalisi hasil pengolahan dengan mengacu pada rubrik EDS 

sehingga diperoleh hasil tentang kedudukan satuan pendidikan sesuai 

dengan capaian SPM dan/atau SNP; 

e) hasil analisis berupa ketercapaian standar acuan mutu satuan 

pendidikan, apakah belum atau sudah memenuhi SPM, apakah sudah 

mencapai atau melampaui SNP. 

Hasil analisa data bukti menggambarkan peta capaian mutu 

satuan pendidikan terhadap standar, masalah-masalah yang dihadapi serta 

rekomendasi perbaikannya. Hasil pemetaan mutu dari EDS sebaiknya 

disajikan secara singkat namun informatif (Kemdikbud, 2016: 29) 

3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu 

Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah melalui tim pengembang 

sekolah menganalisis informasi yang telah dikumpulkan dan 

mempergunakannya untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan bidang 

yang membutuhkan perhatian, yang kemudian akan menjadi dasar bagi 

rencana pemenuhan mutu. Selain itu, rencana pemenuhan mutu disusun 

berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan, kebijakan pemerintah pusat 

dan daerah, serta visi, misi dan kebijakan satuan pendidikan. Rencana 

pemenuhan mutu berisikan tanggung jawab untuk pelaksanaannya, 
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dilengkapi dengan kerangka waktu, tenggang waktu dan ukuran 

keberhasilan. 

Satuan pendidikan memiliki kewajiban yang diatur dalam Standar 

Pengelolaan yaitu untuk menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) 

meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja 

Tahunan (RKT). Sehingga dapat disimpulkan bahwa rencana pemenuhan 

mutu di satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk RKS berupa 

RKJM/RKT. 

Penyusunan RKS dilakukan melalui tiga jenjang, yaitu: persiapan, 

penyusunan RKS, dan pengesahan RKS (Kemdikbud, 2015: 21). 

Rencana Kerja Sekolah (RKS) harus disusun secara sistematik dan 

mencakup berbagai komponen yang diperlukan. Secara umum 

sistematika dan isi RKS adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2. 1. Sistematika dan Isi RKS (Kemdikbud, 2015: 21) 

4) Pelaksanaan Pemenuhan Mutu 

Menurut Fattah (2012: 21), pemenuhan standar mutu berupa pencapaian 

SPM dan SNP merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu 

pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan standar mutu satuan pendidikan 
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adalah realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dan 

telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu satuan 

pendidikan yang harus dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan. 

Seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan harus memiliki 

komitmen untuk mengimplementasikannya. 

Proses implementasi dari rencana tersebut dijabarkan dan diatur 

pelaksanaanya dalam level ruang kelas, level antar jenjang kelas, dan 

level satuan pendidikan agar pelaksanaan perencanaan tersebut berjalan 

optimal. Rencana pelaksanaan dan pemantauan program dan kegiatan 

selalu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. 

5) Evaluasi Pemenuhan Mutu 

Kemdikbud (2016: 45) menjelaskan, evaluasi pemenuhan mutu 

merupakan tahapan pengujian yang sistematis dan independen untuk 

menentukan apakah pelaksanaan dan hasil pemenuhan mutu sesuai 

dengan strategi yang direncanakan dan apakah strategi tersebut 

diiplementasikan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan. Dalam 

hal ini Fattah (2012: 28) menjelaskan, bahwa evaluasi satuan pendidikan 

adalah salah satu kegiatan pengukuran ketercapaian standar mutu pada 

satuan pendidikan. Alat yang digunakan untuk pengukuran ketercapaian 

standar mutu pada satuan pendidikan tersebut adalah instrumen evaluasi 

diri satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan melakukan penjaringan 

data dengan cara mengisi instrumen evaluasi diri. Pengukuran kinerja 
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melalui pengukuran evaluasi diri satuan pendidikan dilakukan setahun 

sekali. 

Luaran dari kegiatan evaluasi pemenuhan mutu adalah laporan 

pelaksanaan pemenuhan SNP dan implementasi rencana pemenuhan 

mutu oleh satuan pendidikan. Selain itu dirumuskan rekomendasi 

tindakan perbaikan jika ditemukan adanya penyimpangan dari rencana 

dalam pelaksanaan pemenuhan mutu. Dengan demikian ada jaminan 

kepastian terjadinya peningkatan mutu secara berkelanjutan. 

2.4 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain: 

1) Penelitian dalam bentuk disertasi tahun 2009 oleh Mahasiswa Universitas 

Negeri Malang, Musyafa’ Fathoni dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pendidikan Melalui Sistem Penjaminan Mutu”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pemahaman 

pengelola sekolah tentang sistem penjaminan mutu, yang meliputi 

pemahaman pengelola sekolah tentang mutu, sekolah yang bermutu, dan 

pentingnya sistem penjaminan mutu. Kedua, untuk mengungkap proses 

penetapan standar mutu yang meliputi standar mutu yang diterapkan di 

masing-masing sekolah, cara pengelola sekolah menetapkan standar 

mutu dan faktor-faktor yang menjadi dasar penetapan standar mutu. 

Ketiga, untuk memberikan gambaran strategi sekolah dalam mencapai 

standar mutu yang telah ditetapkan yang mencakup langkah-langkah 
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sekolah untuk mencapai standar mutu, masalah-masalah yang dihadapi 

dalam mencapai standar mutu dan cara menyelesaikannya.  

2) Penelitian dalam bentuk jurnal tahun 2013 oleh Dosen tetap Jurusan 

Tarbiyah STAIN Purwokerto, Munjin dengan judul “Sistem Penjaminan 

Mutu di Madrasah”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan 

pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Analisis data dilakukan dengan langkah koleksi 

data, reduksi data, display data, dan simpulan. 

Sumber data primer dengan melaksanakan wawancara langsung dengan 

kepala madrasah, tenaga pendidik dan kependidikan, dan kepala-kepala 

bidang, dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan penjaminan mutu. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa tahapan persiapan manajemen mutu di MII Sambas melalui tahap 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, pembinaan 

dan evaluasi, dan ini dilakukan secara buttom up. Untuk mendukung 

kinerja yang optimal dibuatlah job deskripsi yang jelas pada masing-

masing jabatan yang ada. layanan pendidikan yang diberikan berfokus 

pada process oriented. Formasi jabatan lebih mengedepankan kinerja 

ketimbang senioritas. Kesejahteraan yang diberikan kepada tenaga 

pendidik dan kependidikan mengacu pada system penggajian PNS. 

Prestasi yang diperoleh adalah juara II sekolah sehat, juara III nasional 

sekolah bermutu. 
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Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu 

sama sama meneliti tentang penjaminan mutu sekolah dan menggunakan 

pendekatan kualitatif. 

3) Penelitian dalam bentuk skripsi tahun 2008 oleh mahasiswa Universitas 

Negeri Yogyakarta, Danang Dwi Yuhatmono dengan judul “Pelaksanaan 

Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Di SMK N 2 Depok”. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan tingkat/presentase pencapaian 

implementasi manajemen penjaminan mutu pendidikan berdasarkan 

standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 yang meliputi aspek 

sistem dokumentasi manajemen mutu dengan presentase pencapaian 

sebesar 83.75% berada dalam kategori baik, aspek tanggungjawab 

manajemen dengan presentasi pencapaian sebesar 80.53% berada dalam 

kategori baik, aspek pengelolaan sumber daya dengan presentase 80.89% 

berada dalam kategori baik, aspek realisasi lulusan dengan presentase 

pencapaian sebesar 85.41% berada dalam kategori baik, aspek 

pengukuran, analisis dan perbaikan sistem manajemen mutu dengan 

presentase pencapaian sebesar 76.45% berada dalam kategori baik serta 

aspek pelaksanaan sistem manajemen mutu dengan presentase 

pencapaian sebesar 85.83% berada dalam kategori baik. 
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2.5 Kerangka Berpikir 

Pemerintah mengupayakan kemajuan dalam dunia pendidikan salah satunya 

dengan meningkatkan mutu pendidikan. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan menyebutkan kriteria minimal sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang menyebutkan delapan standar nasional pendidikan. 

SMP Negeri 1 Bantarkawung merupakan salah satu sekolah yang 

berada di Kabupaten Brebes yang mempunyai satu tim penjaminan mutu 

yang bertanggung jawab atas mutu dari sekolah tersebut disamping kepala 

sekolah. Pada setiap sekolah mempunyai sistem penjaminan mutu internal 

yang harus dilaksanakan agar sekolah tersebut mempunyai budaya mutu. 

Program penjaminan mutu pendidikan merupakan salah satu yang 

harus dilakukan oleh satuan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar dan 

menengah. Hal ini dikarenakan penjaminan mutu proses pendidikan sebagai 

salah satu strategi untuk mengawal terciptanya mutu yang baik di tingkat 

satuan pendidikan. 

Pentingnya penelitian ini untuk mengkaji lebih mendalam tentang 

pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung, 

dimulai dari penetapan standar mutu, pemetaan mutu pendidikan, penyusunan 

rencana pemenuhan mutu pendidikan, pelaksanaan pemenuhan mutu 

pendidikan, serta evaluasi pemenuhan mutu pendidikan. Demikian itu tentu 

dilakukan oleh SMP Negeri 1 Bantarkawung dalam rangka menjaga dan 
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meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang ada di sekolah. Berikut skema 

berpikir dalam penelitian ini: 

 

Gambar 2. 2. Skema Kerangka Berpikir
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, 

sesuai dengan permasalahan yang diajukan yakni terkait proses interaksi dan 

pemahaman. Dengan metode deskriptif kualitatif, peneliti bermaksud untuk 

mendeskripsikan, menggambarkan, dan menguraikan bagaimana program 

penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung. Dengan 

penelitian secara deskriptif peneliti berharap dapat menjelaskan fokus 

penelitian yang mendalam. 

Pemilihan pendekatan kualitatif ini dikarenakan masalah penelitian 

tentang program penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 

Bantarkawung yang diketahui dari wawancara sehingga tidak memerlukan 

pengukuran menggunakan nilai-nilai atau angka. Penelitian ini merupakan 

penelitian dengan metode fenomenologi yang menggunakan orang sebagai 

subyek kajian. Penelitian berfokus pada fenomena yang terjadi pada suatu 

peristiwa dengan tujuan utamanya ialah untuk memahami gejala yang muncul 

sebagai sebuah kesatuan utuh sehingga peneliti mendapatkan data yang valid 

sebagai acuan dalam bahan deskripsi hasil penelitian. 
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2017/2018 pada semester 

genap. Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 1 Bantarkawung yang 

beralamatkan di Jl. Raya Bantarkawung No. 188, kec. Bantarkawung, kab. 

Brebes 52274. 

3.3 Fokus Penelitian 

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik 

(menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak 

akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi 

keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), 

pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis 

(Sugiyono, 2016: 287). 

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. 

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2016: 288) menyatakan bahwa “A 

focused refer to a single cultural domain or a few related domains” 

maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa 

domain yang terkait dari situasi sosial. 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan penjaminan 

mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung. 
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3.4 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian kualitatif dibagi menjadi dua sumber yaitu primer dan 

sekunder (Sugiyono, 2014). Berikut ini merupakan penjabaran dari sumber 

data penelitian. 

1) Sumber Data Primer 

Menurut Sugiyono (2014), sumber data primer adalah sumber data yang 

diperoleh secara langsung dari informan di lapangan yaitu melalui 

wawancara mendalam dan observasi partisipasi. Kata-kata atau tindakan 

orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data primer 

dalam bentuk catatan tertulis. Dalam penelitian ini yang menjadi 

informan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 

dan tim perencanaan pengembangan di SMP Negeri 1 Bantarkawung. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari sumbernya yaitu seperti dokumen, buku-buku, jurnal penelitian, dan 

sumber yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu bersumber 

dari dokumen yang telah ada di SMP Negeri 1 Bantarkawung. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2017) terdapat dua hal utama yang mempengaruhi 

kualitas data, yaitu instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. 

Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas 

instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang 
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digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah 

teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang 

valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat 

dalam pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain meliputi wawancara mendalam, observasi 

parsitipatif, dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data utama, sedangkan observasi dan dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data pendukung. 

1) Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2017: 231) mendefinisikan 

interview sebagai berikut “a meeting of two person to exchange 

information and idea through question and responses, resulting in 

communication and joint construction of meaning about a particular 

topic”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. 

Wawancara merupakan alat pengumpul data dengan cara 

mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan untuk memperoleh 

informasi terkait data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian 

ini, dilakukan wawancara berulang terhadap informan yang berbeda-beda 

terkait program penjaminan mutu pendidikan untuk memperoleh 

informasi yang akurat dari beberapa narasumber. 
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2) Observasi 

Nasution dalam Sugiyono (2016: 309) menyatakan bahwa, observasi 

adalah dasar semua ilmu. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan 

data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui 

observasi. Data tersebut dikumpulkan dan sering menggunakan bantuan 

berbagai alat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton 

dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat 

diobservasi dengan jelas. 

Marshall (1995) dalam Sugiyono (2017: 226) menyatakan bahwa 

“through observation, the researcher learn about behavior.” Melalui 

observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku 

tersebut. 

3) Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang (Sugiyono, 2017: 240). Studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Dalam hal ini, juga perlu diperhatikan kredibilitas dokumen 

yang dapat menjadi sumber data untuk penelitian. Metode kajian 

dokumen sangat diperlukan guna menambah obyek temuan penelitian 

yang membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan yang akan 

diteliti dan juga digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Kajian 
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dokumen dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen tertulis untuk 

mendukung dan memperkuat hasil wawancara. 

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Hasil penelitian yang diperoleh harus bersifat valid, kredibel, dan dapat 

dipertanggungjawabkan, oleh karena itu sebelum menganalisis data sebaiknya 

perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data. Terdapat beberapa cara yang 

dapat digunakan dalam menguji keabsahan data yang diperoleh dari lapangan 

dalam penelitian kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2017: 241) triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

Menurut Dezin dalam Moleong (2005: 330-332) membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, 

penyidik, dan teori. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan uji keabsahan 

data triangulasi sumber dan teknik. Pertama yaitu teknik tringulasi sumber, 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber yang bersangkutan. Data yang 
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diperoleh dari berbagai sumber perlu dicek kebenarannya melalui teknik 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber pada penelitian ini dilakukan untuk 

mengecek data/informasi dari berbagai sumber yaitu kepala sekolah, guru, 

dan peserta didik. Peneliti mengidentifikasi informasi yang sama, informasi 

yang berbeda, dan informasi yang spesifik. Selanjutnya peneliti menarik 

kesimpulan dari identifikasi informasi tersebut. 

Kedua, menggunakan teknik triangulasi teknik yaitu untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan 

wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi agar peneliti 

mendapatkan data yang valid dan benar. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Tahap selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil 

wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumen terkait. Menurut 

Nasution (1988) dalam Sugiyono, 2014, meyatakan bahwa analisis telah 

mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke 

lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis 

data menurut Bogdan & Biklen yang dikutip oleh Moleong (2005), adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
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penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang 

dari model Miles and Huberman yaitu analisis model interaktif (Interactive 

Model of Analysis). Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2014) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan sumber data berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Terdapat empat tahapan yang perlu 

dilakukan peneliti dalam melakukan analisis data yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.  Seperti yang tergambarkan 

di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1. Bagan Teknik Analisis Data 
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1) Pengumpulan Data 

Data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan (field notes). Catatan 

lapangan tersebut berisi apa yang dikemukakan oleh informan dan juga 

catatan tentang tafsiran peneliti terhadap informasi yang diberikan 

responden. Dalam kegiatan ini peneliti melakukan wawancara langsung 

dengan narasumber. Selain itu peneliti juga melakukan observasi data 

serta melakukan dokumentasi. 

2) Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang jelas, mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan (Sugiyono, 2017: 247). 

3) Penyajian Data 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut (Sugiyono, 2017: 249). 
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4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori 

(Sugiyono, 2010). 

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan didasarkan pada hasil 

reduksi data dan penyajian data. Berangkat dari situlah, akan terlihat jelas 

jawaban atas permasalah yang diangkat dalam tema penelitian ini. 
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BAB IV 

SETING PENELITIAN 

4.1 Seting Penelitian 

4.1.1 Sejarah SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Pada tanggal 15 September 1978 sebuah Sekolah Menengah Tingkat Pertama 

di Kecamatan Bantarkawung dinegerikan dengan surat keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor: 0229/0/1978 

tanggal 15 September 1978. Mulai saat itulah satu-satunya sekolah menengah 

pertama di kecamatan Bantarkawung dengan nama dan status “SMP Negeri 1 

Bantarkawung”. 

SMP Negeri 1 Bantarkawung bermula dari sebuah sekolah menengah 

pertama yang bernama SMP PGRI Bantarkawung, berdiri pada tahun 1968 

sebagai hasil perjuangan guru-guru dan tokoh-tokoh masyarakat serta pejabat 

di kecamatan Bantarkawung pada waktu itu, dengan satu tujuan yaitu agar 

anak-anak usia sekolah di kecamatan Bantarkawung dapat melanjutkan 

sekolah. Karena, pada waktu itu di kecamatan Bantarkawung belum ada 

satupun sekolah menengah pertama atau yang sederajat SMP. 

Pada tahun 1974 nama dan status SMP PGRI Bantarkawung diubah 

menjadi SMP PEMDA Bantarkawung dengan tujuan demi perkembangan dan 

kemajuan sekolah yaitu sebagai persiapan menjadi sebuah sekolah menengah 

pertama yang berstatus negeri. Sebagai hasil perjuangan guru-guru dan tokoh-

tokoh masyarakat serta pejabat di kecamatan Bantarkawung, maka pada 



54 
 

 
 

tanggal 15 September 1978 SMP PEMDA Bantarkawung dinegerikan dengan 

surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

Tanggal 15 September 1978 merupakan hari atau tanggal berdirinya SMP 

Negeri 1 Bantarkawung. 

Sejak berdiri hingga sekarang, SMP Negeri 1 Bantarkawung telah 

beberapa kali pergantian kepala sekolah sebagai berikut: 1) Haer Al Abu Haer 

(1968 – 1975); 2) Drs. H. Kahfie (1975 – 1978); 3) R. Soekarjo (1978 – 

1981); 4) Prasetya (1981 – 1985); 5) Oerip Tedjosudramo (1982 – 1992); 6) 

Sjamsudin (1992 – 1994); 7) Turiyanto Sumiarjo, S.Pd. (1994 – 1996); 8) 

Pardjan (1996 – 2002); 9) Suwaryo, S.Pd. (2002 – 2005); 10) Khafidin, S.Pd. 

(2005 – 2012); 11) Kukuh Sarjono, S.Pd. (2012 – 2016); 11) Ina Purnamasari, 

M.Pd. (2016 – sekarang). 

4.1.2 Letak Geografis SMP Negeri 1 Bantarkawung 

SMP Negeri 1 Bantarkawung berlokasi di Jalan Raya Bantarkawung No. 188, 

kecamatan Bantarkawung kabupaten Brebes dengan luas tanah ± 10.360 m
2
 

dan luas bangunan ± 2.292,2 m
2
. Lokasi sekolah yang strategis dekat dengan 

pusat pemerintahan tingkat kecamatan menyebabkan sekolah ini banyak 

diminati oleh calon peserta didik. Batas-batas wilayah SMP Negeri 1 

Bantarkawung berdasarkan letak geografisnya yaitu sebelah timur berbatasan 

dengan SD Negeri 3 Bantarkawung, sebelah utara berbatasan dengan 

perumahan warga, sebelah barat berbatasan dengan Koperasi Pegawai Negeri 
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kecamatan Bantarkawung, dan sebelah selatan berbatasan dengan UPTD 

kecamatan Bantarkawung. 

4.1.3 Visi dan Misi SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Visi dari SMP Negeri 1 Bantarkawung adalah: 

“BERTAQWA, BERAKHLAK MULIA, BERJIWA NASIONALIS, DAN 

BERBUDAYA” 

Misi SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Untuk mencapai visi di atas, SMP Negeri 1 Bantarkawung mengembangkan 

misi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pembinaan keagamaan dan akhlak secara terprogram dan 

berkesinambungan 

2. Meningkatkan dan memupuk semangat cinta tanah air dan bangsa, dan 

mencintai keanekaragaman 

3. Melaksanakan bimbingan dibidang akademik dan non akademik untuk 

memperoleh prestasi yang diharapkan 

4. Mewujudkan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang lengkap dan 

berwawasan kedepan 

5. Menumbuhkan sikap toleran, tanggung jawab, kemandirian dan 

kecakapan emosional 

6. Membentuk rasa cinta kepada bangsa dan tanah air Indonesia 
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4.1.4 Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 

Bantarkawung 

SMP Negeri 1 Bantarkawung dikepalai oleh Ibu Ina Purnamasari, M.Pd dari 

seluruh tenaga pengajar di SMP Negeri 1 Bantarkawung ada 47 tenaga 

pengajar yang terdiri dari 33 orang guru tetap, 14 orang guru bantu. Untuk 

tenaga kependidikan terdiri dari pustakawan ada 2 orang, laboran 

(IPA/Bahasa/Komputer) ada 1 orang, dan staf tata usaha ada 13 orang. 

Berikut jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 

Bantarkawung. 

Tabel 4. 1. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMPN 1 Bantarkawung 

No 
Pendidik/Tenaga 

Kependidikan 
Jumlah Keterangan 

1. Pendidik/Guru 47 Orang 
33 PNS 

14 GTT 

2. Pustakawan 2 Orang 2 PTT 

3. 
Laboran 

(IPA/Bahasa/Komputer) 
1 Orang 1 PTT 

4. Staf Tata Usaha 13 Orang 
5 PNS 

8 PTT 

 

4.1.5 Keadaan Peserta Didik SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Jumlah keseluruhan peserta didik SMP Negeri 1 Bantarkawung untuk tahun 

ajaran 2017/2018 dari kelas VII – IX adalah 774 siswa. Terdiri dari kelas VII 

sebanyak 302 siswa dibagi menjadi 10 rombongan belajar, kelas VIII 

sebanyak 235 siswa dibagi menjadi 8 rombongan belajar, dan kelas IX 

sebanyak 237 siswa dibagi menjadi 8 rombongan belajar. Jika dicetak dalam 

tabel adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. 2. Data Siswa SMP Negeri 1 Bantarkawung 

No Kelas Jumlah Siswa Jumlah Rombel 

1. VII 302 10 

2. VIII 235 8 

3. IX 237 8 

Total 774 26 

 

4.1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Sarana dan prasarana yang dimiliki SMP Negeri 1 Bantarkawung antara lain 

25 ruang kelas, 1 perpustakaan, 1 lab IPA, 1 lab bahasa, 1 aula, 1 ruangUKS, 

1 koperasi, 1 ruang BK, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang osis, 1 

mushola. 

Tabel 4. 3. Data Ruang SMP Negeri 1 Bantarkawung 
 

 

 

No Jenis Ruang Jumlah 

1. Kelas 25 

2. Perpustakaan 1 

3. Lab. IPA 1 

4. Lab. Bahasa 1 

5. Aula 1 

6. Ruang UKS 1 

7. Koperasi 1 

8. Ruang BK 1 

9. Ruang Kepala Sekolah 1 

10. Ruang Guru 1 

11. Ruang Osis 1 

12. Mushola 1 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang akan disajikan berupa data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Kegiatan wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah, Wakil KS, dan tim 

Renbang. Sedangkan kegiatan obervasi, peneliti melakukan pengamatan di 

dalam dan di luar kelas, dan dokumentasi sebagai dokumen pendukung. 

5.1.1 Penetapan Standar Mutu di SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Penetapan standar mutu merupakan langkah untuk merumuskan standar mutu 

sekolah. Penetapan standar mutu dapat dilihat dari dasar yang digunakan 

sekolah dalam penetapan standar mutu dan pihak-pihak yang terlibat dalam 

penetapan standar mutu. Pada hasil wawancara dengan kepala sekolah 

menerangkan bahwa. 

“Dasar yang digunakan sekolah ya selalu menyesuaikan dengan 

peraturan yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan-

peraturan pemerintah, peraturan menteri pendidikan. Kaitan 

pertimbangan kebutuhan sekolah dengan visi misi, ya visi misi itu 

rumusan kebuthan sekolah, apa yang sekolah inginkan, apa yang 

sekolah ingin capai, dan tentunya kemampuan sumber daya 

sekolah itu juga menjadi pertimbangan (Ina Purnamasari, 2 April 

2018).” 

Berdasarkan pada dasar penetapan standar mutu, SMP Negeri 1 

Bantarkawung mengacu pada 8 standar nasional pendidikan dengan berdasar 

pada kebutuhan sekolah dan kemampuan sumber daya sekolah dalam 
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menetapkannya. Acuan yang digunakan sekolah sebagai dasar dalam 

menetapkan standar mutu adalah visi dan misi sekolah, Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Permendikbud, dan Standar BSNP (Badan Standar 

Nasional Pendidikan). 

Mengacu pada hal tersebut, dalam penetapan standar mutu melibatkan 

pihak sekolah dan pihak dari luar sekolah. Pihak yang terlibat dalam 

penetapan standar mutu menurut hasil wawancara dengan kepala sekolah 

adalah sebagai berikut. 

“Pelibatannya diwakilkan masing-masing ketua atau sekretaris 

dari unit kerja. Untuk pihak luar dengan melibatkan pengawas dari 

dinas (Ina Purnamasari, 2 April 2018). 

Dalam menetapkan standar mutu di SMP Negeri 1 Bantarkawung 

melibatkan seluruh komponen sekolah dan pemangku kepentingan diluar 

sekolah. Berdasarkan rangkuman hasil wawancara diperoleh keterangan 

bahwa standar mutu bagi SMP Negeri 1 Bantarkawung memiliki fungsi: 1) 

meningkatkan kualitas pendidikan, 2)  sebagai acuan program sekolah, 3) 

pedoman pengembangan sekolah, 4) memberikan arah dan koridor yang jelas 

dalam menjalankan fungsi dan mencapai tujuan sekolah, dan 5) sebagai acuan 

dalam pelayanan kepada masyarakat. 

5.1.2 Pemetaan Mutu di SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Pemetaan mutu pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan 

evaluasi diri sekolah (EDS) untuk memetakan mutu 8 standar nasional 

pendidikan dengan didukung bukti fisik, sehingga dapat menggambarkan 
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pencapaian mutu sekolah secara akurat. Data pemetaan mutu diperoleh dari 

kepala sekolah. Pada hasil wawancara dengan kepala sekolah menerangkah 

bahwa. 

“Pemetaan mutu dilakukan per standar nasional pendidikan, per 

komponen standar nasional standar nasional pendidikan, sampai pada 

per indikator komponen standar nasional pendidikan dengan didukung 

bukti fisik dan keterangan tahapan pengembangan yang telah dicapai 

pada setiap indikatornya serta dirumuskan rekomendasi perbaikan 

selanjutnya (Ina Purnamasari, 2 April 2018).” 
 

Data dokumentasi diperoleh dokumen hasil Evaluasi Diri Sekolah 

(EDS) yang berisi pemetaan mutu 8 SNP di SMP Negeri 1 Bantarkawung. 

Pemetaan dilakukan per SNP, per komponen SNP, sampai pada per indikator 

komponen SNP dengan didukung bukti fisik dan keterangan tahapan 

pengembangan yang telah dicapai pada setiap indikatornya serta dirumuskan 

rekomendasi perbaikan selanjutnya. Pencapaian mutu 8 SNP di SMP Negeri 1 

Bantarkawung tahun 2017 adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 5. 1. Pencapaian Mutu 8 SNP di SMPN 1 Bantarkawung Tahun 2017 
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Gambar menunjukan pencapaian mutu 8 SNP yang telah dicapai SMP 

Negeri 1 Bantarkawung Tahun 2017 mencapai rata-rata 2,1. Nilai tersebut 

diperoleh dari Standar Isi (2,5), Standar Proses (2,7), Standar Kompetensi 

Lulusan (2,5), Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (1,6), Standar 

Sarana dan Prasarana (1,8), Standar Pengelolaan (2,6), Standar Pembiayaan 

(1,6), dan Standar Penilaian Pendidikan (1,9). Uraian secara lengkap 

pencapaian mutu dari masing-masing standar adalah sebagai berikut. 

1) Standar Isi 

Pencapaian Standar Isi dengan nilai 2,5 diperoleh dari rata-rata jumlah 

nilai pencapaian per indikator dari setiap komponennya. Standar Isi 

terdiri dari dua komponen, yaitu: a) kurikulum sudah sesuai dan relevan; 

dan b) sekolah menyediakan kebutuhan pengembangan pribadi peserta 

didik. Nilai pencapaian per indikator dari setiap komponen adalah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 5. 2. Nilai Pencapaian Indikator Standar Isi 
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Nilai pencapaian per indikator diperoleh dari analisis kondisi yang telah 

dicapai dengan didukung bukti fisik. Kondisi beserta bukti fisik dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. 1. Pencapaian Indikator Standar Isi beserta Bukti Fisik 

Kurikulum sudah sesuai dan relevan Bukti Fisik 

1. Kurikulum telah disusun dan dikembangkan 

sesuai dengan panduan BSNP 

Dokumen 

Kurikulum 

BSNP, dokumen 

proses 

penyusunan 

KTSP, dan 

dokumen KTSP 

2. Kurikulum sekolah disusun dengan 

mempertimbangkan karakteristik daerah, 

kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, 

usia peserta didik, dan kebutuhan pembelajaran 

dalam silabus setiap mata pelajaran 

Dokumen KTSP 

dan silabus 

3. Struktur kurikulum sekolah telah 

mengalokasikan waktu yang cukup bagi peserta 

didik agar dapat memahami konsep yang baru 

sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya 

dengan selalu melaksanakan program remedial 

dan pengayaan 

Dokumen KTSP, 

kalender 

pendidikan, dan 

silabus 

Sekolah menyediakan kebutuhan pengembangan 

pribadi peserta didik 

Bukti Fisik 

4. Sekolah memberikan bimbingan secara teratur 

dan berkesinambungan serta menawarkan 

pelayanan konseling dalam memenuhi 

kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik 

Dokumen KTSP 

dan program BK 
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5. Sekolah sudah menyediakan beberapa kegiatan 

ekstrakurikuler bagi peserta didik yang sesuai 

dengan minat sebagian besar peserta didik 

Silabus 

ekstrakurikuler, 

RPP 

ekstrakurikuler, 

dan jadwal 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

 

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai, rekomendasi perbaikan yang 

dirumuskan sekolah adalah sebagai berikut. 

Tabel 5. 2. Rekomendasi Perbaikan Standar Isi 

Indikator Rekomendasi 

1 Perlu memiliki tim pengembang kurikulum yang dikuatkan 

dengan SK Kepala Sekolah 

2 KTSP dikembangkan yang terintegrasi dengan kebutuhan 

masyarakat dan mengacu pada BSNP 

3 Revisi KTSP setiap tahun 

4 Revisi KTSP setiap tahun 

5 Perlu menyediakan berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler 

yang disesuaikan dengan minat, bakat, jenis kelamin, dan 

tingkat perkembangan peserta didik serta budaya setempat 

 

2) Standar Proses 

Pencapaian Standar Proses dengan nilai 2,7 diperoleh dari rata-rata 

jumlah nilai pencapaian per indikator dari setiap komponennya. Standar 

Proses terdiri dari 5 komponen, yaitu: a) silabus sudah sesuai/relevan 

dengan standar; b) RPP dirancang untuk mencapai pembelajaran efektif 

dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik; c) sumber belajar dapat 
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diperoleh dengan mudah dan digunakan secara tepat; d) pembelajaran 

dilaksanakan dengan menggunakan metode yang interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, kreatif, menantang, dan memotivasi peserta didik; dan e) 

supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala 

dan berkelanjutan. Nilai pencapaian per indikator dari setiap komponen 

adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 5. 3. Nilai Pencapaian Indikator Standar Proses 

Nilai pencapaian per indikator diperoleh dari analisis kondisi yang telah 

dicapai dengan didukung bukti fisik. Kondisi beserta bukti fisik dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. 3. Pencapaian Indikator Standar Proses Beserta Bukti Fisik 

Silabus sudah sesuai/relevan dengan standar Bukti Fisik 

1. Silabus telah sesuai dengan SI, SKL, dan 

panduan KTSP serta telah mempertimbangkan 

situasi dan kondisi sekolah 

Dokumen KTSP 

dan Silabus 
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2. Silabus telah dikaji dan dikembangkan secara 

teratur oleh guru secara mandiri yang 

berdampak pada peningkatan mutu peserta 

didik 

Silabus, program 

TPK 

(pengembangan 

silabus), daftar 

hadir pelaksanaan 

pengembangan 

silabus, hasil 

pengembangan 

berupa hasil revisi 

silabus 

RPP dirancang untuk mencapai pembelajaran 

efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik 

Bukti Fisik 

3. RPP disusun oleh setiap guru untuk setiap 

kompetensi dasar berdasarkan prinsip-prinsip 

perencanaan pembelajaran 

Dokumen RPP 

4. RPP memperhatikan perbedaan gender, 

kemampuan awal, tahap intelektual, minat, 

bakat, motivasi belajar, potensi, kemampuan 

sosial, emosional, gaya belajar, kebutuhan 

khusus, kecepatan belajar, latar belakang 

budaya, norma, nilai-nilai, dan lingkungan 

peserta didik 

Dokumen RPP, 

lembar observasi, 

lembar penilaian 

Sumber belajar dapat diperoleh dengan mudah 

dan digunakan secara tepat 

Bukti Fisik 

5. Siswa menggunakan sumber belajar yang 

dibeli diri sendiri dan berbagai materi yang 

tersedia di perpustakaan sekolah dengan 

mudah untuk dipinjam dan dipakai di luar 

sekolah dalam kurun waktu tidak lebih dari 

Daftar buku di 

perpustakaan, CD 

pembelajaran, 

internet, dan 

komputer PC 
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satu minggu dan dapat diperpanjang, serta 

dapat mengakses buku sekolah elektronik 

(BSE) dan materi lain dari e-library sekolah 

6. Guru-guru menggunakan buku panduan, buku 

pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar 

lain selain buku pelajaran secara tepat dalam 

pembelajaran untuk membantu dan 

memotivasi peserta didik 

Buku 

pegangan/panduan 

guru, buku 

pengayaan, buku 

referensi, dan 

buku panduan 

belajar di luar 

sekolah 

Pembelajaran dilaksanakan dengan 

menggunakan metode yang interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, kreatif, menantang, dan 

memotivasi peserta didik 

Bukti Fisik 

7. Guru-guru melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang interaktif, inspiratif, 

menyenangkan dan menantang sesuai dengan 

RPP yang disusunnya 

Silabus, RPP, dan 

pengamatan 

proses 

pembelajaran 

8. Guru-guru memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk melakukan eksplorasi dan 

elaborasi serta mendapatkan konfirmasi 

disetiap proses pembelajaran 

Silabus, RPP, dan 

pengamatan 

proses 

pembelajaran 

Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran 

dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan 

Bukti Fisik 

9. Proses pembelajaran di sekolah disupervisi 

dan dievaluasi mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran 

Program 

supervisi, jadwal 

supervisi, catatan 

hasil supervisi 

10. Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran Program supervisi 
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dilakukan secara berkala dan berkelanjutan 

oleh Kepala Sekolah dan Pengawas 

kepala sekolah 

dan pengawas, 

daftar hadir tamu, 

dan catatan hasil 

pembinaan. 

 

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai, rekomendasi perbaikan 

yang dirumuskan sekolah sebagai berikut. 

Tabel 5. 4. Rekomendasi Perbaikan Standar Proses 

Indikator Rekomendasi 

1 Silabus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan 

memasukkan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa 

2 Peningkatan kompetensi guru dengan mendatangkan nara 

sumber 

3 RPP perlu direview secara berkala oleh ahli di bidang 

pembelajaran untuk memastikan dampaknya terhadap hasil 

belajar peserta didik 

4 Menekankan guru merancang RPP harus 

mempertimbangkan kemampuan peserta didik pada satuan 

belajar sebelumnya dan latar belakang peserta didik 

5 Guru memberi tugas mandiri kepada peserta didik 

6 Sekolah perlu melakukan prosedur pemilihan bahan 

ajar/panduan pelajaran 

7 Pelatihan kepada guru dalam menyusun RPP yang interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, dan menantang 

8 Guru melaksanakan pembelajaran dengan metode diskusi 

atau praktek 

9 Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan 

dengan program tindak lanjut 



68 
 

 
 

10 Supervisi dan evaluasi diadakan berkala dan berkelanjutan 

yang melibatkan Kepala Sekolah, Pengawas, dan peserta 

didik. 

 

3) Standar Kompetensi Lulusan 

Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan dengan nilai 2,5 diperoleh dari 

rata-rata jumlah nilai pencapaian per indikator dari setiap komponennya. 

Standar Kompetensi Lulusan terdiri dari dua komponen yaitu: a) peserta 

didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan; dan b) peserta 

didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota 

masyarakat. Nilai pencapaian per indikator dari setiap komponen adalah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 5. 4. Nilai Pencapaian Indikator Standar Kompetensi Lulusan 

Nilai pencapaian per indikator diperoleh dari analisis kondisi yang telah 

dicapai dengan didukung bukti fisik. Kondisi beserta bukti fisik dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 5. 5. Pencapaian Indikator Standar Kompetensi Lulusan 

Peserta didik dapat mencapai target akademis 

yang diharapkan 

Bukti Fisik 

1. Peserta didik memperlihatkan kemajuan yang 

lebih baik melebihi standar kompetensi lulusan, 

percaya diri, dan memiliki harapan yang tinggi 

dalam berprestasi 

Dokumen KTSP, 

buku rekap nilai 

siswa, hasil Ujian 

Sekolah, hasil 

Ujian Nasional, 

dan jadwal 

pelajaran 

2. Sebagian peserta didik mampu menjadi 

pembelajar yang mandiri 

Silabus, RPP, dan 

daftar hadir 

3. Peserta didik memiliki motivasi belajar dan 

rasa percaya diri yang tinggi 

Dokumen foto 

kegiatan, piagam 

penghargaan, dan 

daftar nilai 

pelajaran 

Peserta didik dapat mengembangkan potensi 

penuh mereka sebagai anggota masyarakat 

Bukti Fisik 

4. Peserta didik menunjukkan sikap yang baik di 

sekolah dan di tengah masyarakat luas, serta 

memahami tentang disiplin, toleransi, 

kejujuran, kerja keras, dan perhatian kepada 

orang lain 

Bakti sosial, dan 

catatan hasil 

pengamatan guru 

tentang perilaku 

anak 

5. Peserta didik menunjukkan sikap yang baik di 

sekolah dan di tengah masyarakat luas, serta 

memahami tentang disiplin, toleransi, 

kejujuran, kerja keras, dan perhatian kepada 

orang lain 

Silabus 
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6. Peserta didik memahami ajaran agama dan 

nilai-nilai budaya serta mampu menerapkan 

dalam kehidupan mereka sehari-hari 

Buku 

keterampilan dan 

buku agama 

 

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai, rekomendasi perbaikan 

yang dirumuskan sekolah adalah sebagai berikut. 

Tabel 5. 6. Rekomendasi Perbaikan Standar Kompetensi Lulusan 

Indikator Rekomendasi 

1 Hasil belajar peserta didik tiap mata pelajaran di sekolah 

perlu melampaui KKM standar minimal nasional (75%) 

2 Peserta didik perlu aktif mengikuti pembelajaran di kelas 

dan memperoleh pengalaman belajar yang dapat 

menganalisis gejala alam dan sosial serta mampu 

memanfaatkan lingkungan secara produktif dan 

bertanggungjawab 

3 Sekolah membuat program peningkatan prestasi 

4 Masyarakat diminta memberikan dukungan terhadap 

kegiatan-kegiatan siswa 

5 Peserta didik perlu mengembangkan kemampuan tentang 

lingkungan hidup 

6 Program kerja masyarakat perlu melibatkan siswa, termasuk 

dalam kegiatan keagamaan. 

 

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pencapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan nilai 1,6  

diperoleh dari rata-rata jumlah nilai pencapaian per indikator dari setiap 

komponennya. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 

tiga komponen yaitu: a) pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga 
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kependidikan sudah memadai; b) kualifikasi pendidik dan tenaga 

kependidikan sudah memadai; dan c) kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan sudah memadai. Nilai pencapaian per indikator dari setiap 

komponen adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 5. 5. Nilai Pencapaian Indikator Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

Nilai pencapaian per indikator diperoleh dari analisis kondisi 

yang telah dicapai dengan didukung bukti fisik. Kondisi beserta bukti 

fisik dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. 7. Pencapaian Indikator Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga 

kependidikan sudah memadai 

Bukti Fisik 

1. Jumlah guru mata pelajaran telah sesuai dengan 

jumlah mata pelajaran (sesuai dengan rasio 

kebutuhan jumlah rombongan belajar) dan 

untuk daerah khusus tersedia satu orang guru 

untuk setiap rumpun mata pelajaran 

Papan data guru, 

SK pembagian 

tugas, laporan 

bulanan, analisis 

kebutuhan guru 
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2. Sekolah memiliki jumlah tenaga kependidikan 

yang memadai sesuai dengan standar yang 

ditetapkan 

DUK dan SK 

pembagian tugas 

Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 

sudah memadai 

Bukti Fisik 

3. Sekolah memiliki pendidik dengan kualifikasi 

yang memadai dari standar yang ditentukan 

untuk memberikan pengalaman belajar dengan 

kualitas tinggi bagi semua peserta didik 

Sertifikat 

4. Kualifikasi pendidik di sekolah sudah memadai 

sesuai dengan standar yang ditetapkan 

DUK, data 

sekolah, data 

guru 

Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 

sudah memadai 

Bukti Fisik 

5. Sekolah memiliki pendidik dengan kompetensi 

memadai untuk memberikan pengalaman 

belajar dengan kualitas tinggi bagi semua 

peserta didik 

DUK, SK 

Penugasan, 

sertifikat, dan 

pengamatan 

kinerja 

6. Sekolah memiliki tenaga kependidikan dengan 

kompetensi memadai untuk memberikan 

pengalaman belajar dengan kualitas tinggi bagi 

semua peserta didik 

DUK, SK 

Penugasan, 

sertifikat, dan 

pengamatan 

kinerja 
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Berdasarkan kondisi yang telah dicapai, rekomendasi perbaikan 

yang dirumuskan sekolah adalah sebagai berikut. 

Tabel 5. 8. Rekomendasi Perbaikan Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

Indikator Rekomendasi 

1 Melakukan analisa kebutuhan guru setiap akhir tahun 

2 Pengusulan dan penambahan tenaga kependidikan: tenaga 

administrasi dan laboran IPA  

3 Sekolah perlu memiliki guru dengan kualifikasi akademik 

S1/D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari 

kesluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik 

4 Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan di bidang 

komputer dan TI 

5 Peningkatan dan pengembangan profesi pendidik: 

peningkatan teknologi informasi dan komunikasi 

6 Pengadaan tenaga administrasi dan petugas laboratorium 

IPA yang memenuhi standar kompetensi 

 

5) Standar Sarana dan Prasarana 

Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana dengan nilai 1,8 diperoleh dari 

rata-rata jumlah nilai pencapaian per indikator dari setiap komponennya. 

Standar Sarana dan Prasarana terdiri dari dua komponen yaitu: a) sarana 

dan prasarana sudah memadai; dan b) sekolah dalam kondisi terpelihara 

dan baik. Nilai pencapaian per indikator dari setiap komponen adalah 

sebagai berikut. 
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Gambar 5. 6. Nilai Pencapaian Indikator Standar Sarana dan Prasarana 

Nilai pencapaian per indikator diperoleh dari analisis kondisi 

yang telah dicapai dengan didukung bukti fisik. Kondisi beserta bukti 

fisik dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. 9. Pencapaian Indikator Standar Sarana dan Prasarana 

Sarana sekolah sudah memadai Bukti Fisik 

1. Sekolah memiliki bangunan gedung yang 

ukuran, ventilasi, dan kelengkapan lainnya 

sesuai ketentuan SNP 

Surat tanah 

2. Jumlah peserta didik tidak melebihi 36 siswa 

untuk setiap rombongan belajar 

Dokumen 

pembagian 

rombel dan daftar 

hadir harian per 

rombel 

3. Sekolah memiliki alat dan sumber belajar yang 

sesuai dengan ketetapan SNP yang digunakan 

untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran 

Inventaris barang 

di kelas, 

inventaris barang 

di perpustakaan, 
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inventaris barang 

di laboratorium, 

inventaris barang 

di tempat 

olahraga, dan 

inventaris barang 

di ruang 

komputer 

Sekolah dalam kondisi terpelihara dan baik Bukti Fisik 

4. Pemeliharaan bangunan di sekolah 

dilaksanakan secara rutin sesuai waktu yang 

ditetapkan dalam SNP 

Prosedur 

pemeliharaan dan 

jadwal 

pemeliharaan 

5. Setiap orang yang datang ke sekolah selain 

warga sekolah dapat merasakan keamanan dan 

kenyamanan dalam setiap bangunan yang ada 

Sertifikat tanah, 

daftar bangunan, 

dan lay-out 

market 

 

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai, rekomendasi perbaikan 

yang dirumuskan sekolah adalah sebagai berikut. 

Tabel 5. 10. Rekomendasi Perbaikan Standar Sarana dan Prasarana 

Indikator Rekomendasi 

1 Penambahan luas ruang perpustakaan dengan ukuran luas 

minimum satu setengah kali ruang kelas dan dilengkapi 

dengan sarana yang sesuai standar 

2 Peningkatan kualitas siswa baru dengan sosialisai dan 

promosi pada saat penerimaan peserta didik baru 

3 Penambahan buku dengan jumlah 200 judul buku 

pengayaan dan 20 judul buku referensi 
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4 Menyusun program pemeliharaan sarana dan prasarana 

jangka 4 tahun 

5 Sekolah perlu memiliki sanitasi di dalam dan di luar 

bangunan meliputi, saluarn air bersih, saluran air kotor, 

dan/atau tempat sampah dan saluran air hujan 

 

6) Standar Pengelolaan 

Pencapaian Standar Pengelolaan dengan nilai 2,6 diperoleh dari rata-rata 

jumlah nilai pencapaian per indikator dari setiap komponennya. Standar 

Pengelolaan terdiri dari enam komponen yaitu: a) kinerja pengelolaan 

sekolah berdasarkan kerja tim dan kemitraan yang kuat dengan visi dan 

misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak; b) rencana kerja 

memiliki tujuan yang jelas dan perbaikan berkelanjutan; c) rencana 

pengembangan sekolah/rencana kerja sekolah berdampak terhadap 

peningkatan hasil belajar; d) pengumpulan dan penggunaan data yang 

handal dan valid; e) pemberian dukungan dan kesempatan 

pengembangan profesi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan; dan 

f) masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan sekolah. Nilai 

pencapaian per indikator dari setiap komponen adalah sebagai berikut. 
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Gambar 5. 7. Nilai Pencapaian Indikator Standar Pengelolaan 

Nilai pencapaian per indikator diperoleh dari analisis kondisi 

yang telah dicapai dengan didukung bukti fisik. Kondisi beserta bukti 

fisik dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. 11. Pencapaian Indikator Standar Pengelolaan 

Kinerja pengelolaan sekolah berdasarkan kerja 

tim dan kemitraan yang kuat dengan visi dan 

misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak 

Bukti Fisik 

1. Sekolah memiliki visi dan misi yang 

dirumuskan buttom-up dan tersosialisasikan 

kepada seluruh pemangku kepentingan serta 

direview secara berkala sesuai dengan situasi, 

kondisi dan kebutuhan sekolah 

Daftar hadir rapat 

visi misi, notulen 

rapat visi misi, 

papan visi dan 

misi, dan daftar 

hadir sosialisasi 

2. Sekolah mendorong kemandirian dan kemitraan Rencana kerja 
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dengan semua pemangku kepentingan untuk 

meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan 

sekolah secara mandiri, partisipatif, kolaboratif, 

dan akuntabel serta mampu memunculkan 

potensi warga sekolah untuk turut serta 

mengembangkan pengelolaan sekolah 

jangka menengah 

dan rencana kerja 

sekolah 

Rencana kerja memiliki tujuan yang jelas dan 

perbaikkan berkelanjutan 

Bukti Fisik 

3. Sekolah memiliki rencana kerja yang 

dirumuskan dari tujuan berdasarkan visi dan 

misi sekolah dalam bentuk renstra maupun 

RKS yang berbasis hasil analisis EDS dan di-

update secara berkala 

Dokumen RKS, 

tujuan sekolah, 

RKJM, RKT, 

lembar perbaikan 

RKS, daftar 

hadir, notulen, 

dokumentasi 

sosialisasi, dan 

laporan 

sosialisasi 

4. Sekolah sudah mensosialisasikan dokumen 

rencana kerja kepada semua stakeholder 

sekolah dalam berbagai kesempatan dan online 

di situs sekolah 

Dokumen 

rencana kerja 

Rencana pengembangan sekolah/rencana kerja 

sekolah berdampak terhadap peningkatan hasil 

belajar 

Bukti Fisik 

5. Rencana kerja tahunan sekolah disusun 

berdasarkan rencana kerja menengah mengacu 

pada standar isi, standar kompetensi lulusan, 

standar proses dan standar penilaian dalam 

bentuk dokumen yang mudah diakses dan telah 

Rencana kerja 

tahunan dan 

renstra 
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mendapatkan persetujuan dari komite sekolah 

dan sudah tersosialisasi secara luas kepada 

seluruh pemangku kepentingan 

6. Sekolah melakukan evaluasi diri dan 

mengkomunikasikan rencana pengembangan 

berdasarkan hasil evaluasi diri dengan dinas 

pendidikan dan para pemangku kepentingan 

Dokumen 

evaluasi diri 

7. Sekolah menetapkan prioritas 

perbaikan/pengembangan sekolah yang 

didasarkan pada hasil evaluasi diri dan 

memfokuskan pada peningkatan hasil belajar 

Dokumen 

evaluasi diri 

Pengumpulan dan penggunaan data yang handal 

dan valid 

Bukti Fisik 

8. Sekolah memiliki sistem pengelolaan data 

dengan sarana dan prasarana teknologi dan 

informasi, koneksi internet, serta 

tersosialisasikan kepada seluruh pemangku 

kepentingan dan terkoneksi secara online pada 

website sekolah 

Perangkat 

komputer, alur 

kerja, jaringan 

internet 

terkoneksi, dan 

website 

9. Sekolah menyediakan akses informasi dengan 

data yang terbaru bagi warga sekolah dan pihak 

yang berkepentingan 

Sistem informasi, 

papan 

pengumuman, 

dan koneksi 

internet 

Pemberian dukungan dan kesempatan 

pengembangan profesi bagi para pendidik dan 

tenaga kependidikan 

Bukti Fisik 

10. Sekolah memperhatikan hasil kerja setiap 

pendidik dan tenaga kependidikan serta 

senantiasa melaksanakan pengembangan 

Dokumen 

supervisi dan 

evaluasi, PTK 
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profesinya secara berkelanjutan untuk 

meningkatkan efektifitas kinerja 

pendidik, 

dokumen 

pelatihan dan 

sertifikat 

pelatihan 

11. Sekolah senantiasa melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap pendidik dan tenaga 

kependidikan baik kinerja pelaksanaan tugas 

maupun kesesuaian dengan standar nasional 

serta menyusun program perbaikan dan 

peningkatan yang berkelanjutan 

Dokumen 

program 

supervisi dan 

evaluasi, 

dokumen 

sosialisasi 

program 

supervisi dan 

evaluasi, 

instrumen, dan 

laporan 

Masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan 

sekolah 

Bukti Fisik 

12. Warga sekolah terlibat langsung dalam 

pengelolaan kegiatan akademis dan 

nonakademis serta kegiatan pengembangan 

sekolah pada umumnya  

Program komite, 

laporan program 

komite, dan foto-

foto kegiatan 

akademis dan 

nonakademis 

13. Sekolah melibatkan masyarakat dalam 

pengelolaan nonakademis dan memberikan 

kesempatan untuk berkreasi 

Dokumen 

program 

nonakademis 

yang melibatkan 

masyarakat, 

laporan kegiatan, 
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SK kegiatan, 

foto-foto 

kegiatan bersama 

masyarakat, dan 

MoU Dudi  

 

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai, rekomendasi perbaikan 

yang dirumuskan sekolah adalah sebagai berikut. 

Tabel 5. 12. Rekomendasi Perbaikan Standar Pengelolaan 

Indikator Rekomendasi 

1 Visi dan misi sekolah ditinjau setiap tahun disesuaikan 

dengan tuntutan jaman 

2 Mereview pelaksanaan renstra sekolah sebelumnya 

3 Pelaksanan rencana kerja ditingkatkan pemahaman dan 

sosialisasinya pada setiap unit di sekolah 

4 Efektifitas dan pemahaman rencana kerja lebih ditingkatkan 

pada semua unsur di sekolah 

5 Peningkatan efektifitas dan konsistensi pelaksanaan rencana 

kerja 

6 Penentuan skala prioritas dan program tindak lanjut dari 

laporan evaluasi diri 

7 Peningkatan kualitas evaluasi kinerja, KKM, dan sosialisasi 

sasaran mutu dan konsistensi implementasi 

8 Perluasan dan penambahan materi intranet (Sistem 

Informasi Manajemen Pendidikan) 

9 Penambahan hotspot dan PC yang digunakan oleh siswa 

10 Dilakukan analisa kompetensi untuk menentukan jenis 

pelatihan yang akan dilaksanakan 

11 Diteruskan dan ditingkatkan kualitasnta 
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12 Peningkatan jumlah MoU dengan mitra 

13 Peningkatan keterlibatan komite sekolah lebih aktif dan 

pengadaan ruang komite sekolah 

 

7) Standar Pembiayaan 

Pencapaian Standar Pembiayaan dengan nilai 1,6 diperoleh dari rata-rata 

jumlah nilai pencapaian per indikator dari setiap komponennya. Standar 

Pembiayaan terdiri dari tiga komponen yaitu: a) sekolah merencanakan 

keuangan sesuai standar; dan b) upaya sekolah untuk mendapatkan 

tambahan dukungan pembiayaan lainnya; dan c) sekolah menjamin 

kesetaraan akses. Nilai pencapaian per indikator dari setiap komponen 

adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 5. 8. Nilai Pencapaian Indikator Standar Pembiayaan 
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Nilai pencapaian per indikator diperoleh dari analisis kondisi 

yang telah dicapai dengan didukung bukti fisik. Kondisi beserta bukti 

fisik dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. 13. Pencapaian Indikator Standar Pembiayaan 

Sekolah merencanakan keuangan sesuai standar Bukti Fisik 

1. Perumusan rancangan anggaran biaya 

pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) 

merujuk pada peraturan pemerintah dengan 

melibatkan partisipasi komite sekolah dan 

pemangku kepentingan yang terkait 

Dokumen 

kegiatan 

pertemuan 

perencanaan, 

RAPBS/RKAS, 

RAP, RAB, 

laporan 

pertemuan 

dengan 

pemangku 

kepentingan dan 

komite 

2. Perumusan RAPBS melibatkan komite sekolah 

dan pemangku kepentingan yang relevan serta 

dunia usaha dan dunia industri 

Dokumen 

kegiatan 

perumusan 

RAPBS/RKAS, 

SK peserta, 

undangan, daftar 

hadir, hasil 

perumusan, dan 

foto kegiatan 

pertemuan 

3. Penyusunan rencana keuangan sekolah 

dilakukan secara transparan, efisiensi, dan 

Dokumen 

pengumuman 
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akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah rencana investasi 

kepada pamngku 

kepentingan, 

dokumen 

pembukuan 

keuangan sekolah 

4. Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban 

pendapatan dan penggunaan keuangan secara 

berkala dan menyeluruh kepada pemerintah dan 

pemangku kepentingan 

Dokumen 

laporan keuangan 

kepada 

pemerintah 

Upaya sekolah untuk mendapatkan tambahan 

dukungan pembiayaan lainnya 

Bukti Fisik 

5. Sekolah kreatif menggali berbagai sumber 

untuk mendapatkan pendapatan tambahan 

Proposal 

pengembangan 

6. Sekolah telah mengembangkan hubungan kerja 

sama dengan dunia usaha, dunia industri dan 

kelompok masyarakat, khususnya orangtua 

yang mampu untuk membantu sekolah 

Proposal 

pengembangan 

7. Sekolah memelihara hubungan dengan alumni 

dan mereka membantu upaya sekolah walaupun 

bukan dalam hal pembiayaan 

Proposal 

pengembangan 

Sekolah menjamin kesetaraan akses Bukti Fisik 

8. Sekolah melayani siswa dari berbagai tingkatan 

sosial ekonomi 

Dokumen 

laporan 

penerimaan siswa 

baru, dokumen 

data kondisi 

sosial ekonomi 

keluarga siswa, 

dokumen data 
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iuran sekolah 

berdasar 

kemampuan 

orangtua, 

dokumen 

database siswa 

yang bebas SPP 

9. Sekolah merumuskan besarnya sumbangan 

orangtua berdasarkan kemampuan ekonomi 

Dokumen 

database kondisi 

sosial ekonomi 

keluarga siswa, 

dokumen 

database 

pengelompokkan 

siswa 

berdasarkan 

kondisi ekonomi 

 

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai, rekomendasi perbaikan 

yang dirumuskan sekolah adalah sebagai berikut. 

Tabel 5. 14. Rekomendasi Perbaikan Standar Pembiayaan 

Indikator Rekomendasi 

1 Perumusan RAPBS/RKAS di sekolah perlu melibatkan 

komite sekolah dan pemangku kepentingan yang relevan 

(orangtua peserta didik, dinas pendidikan, dewan guru) 

2 Sekolah perlu melakukan pembukuan keuangan sekolah dan 

mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan 

3 Sekolah perlu memiliki laporan setiap kegiatan yang 

dilakukan sekolah kaitannya dengan penggunaan dana dan 
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mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan 

4 Pemantauan pendanaan program sesuai dengan jadwal 

ditingkatkan 

5 Sekolah perlu memiliki program promosi fasilitas sekolah 

melalui koperasi maupun nonkoperasi seperti jasa 

penggunaan kelas, nonkelas, aula, kantin, laboratorium, 

studio, langapang olahraga, dll yang dipromosikan melalui 

berbagai media seperti leaflet atau brosur atau web atau blog 

atau facebook atau flyer atau siaran radio atau tv atau koran 

atau majalah 

6 Sekolah perlu melakukan upaya membangun kerjasama 

dengan DUDI dalam bentuk proposal kegiatan kerjasama 

dan atau laporan upaya pencarian dan hasil berupa 

persetujuan atau MoU 

7 Sekolah perlu membuat program tahunan penelusuran 

lulusan berupa skema mekanisme penelusuran yang 

ditempel pada dinding sekolah, formulir penelusuran, buku 

data penelusuran, SK panitia pelaksanaan penelusuran 

peserta didik 

8 Sekolah perlu memiliki data penawaran dan persetujuan 

orangtua/wali peserta didik terhadap besar nominal iuran 

sekolah yang sesuai dengan pilihan orangtua peserta didik 

9 Sekolah perlu melakukan subsidi silang antara yang mampu 

kepada yang kurang mampu 

 

8) Standar Penilaian Pendidikan 

Pencapaian Standar Penilaian Pendidikan dengan nilai 1,9 diperoleh dari 

rata-rata jumlah nilai pencapaian per indikator dari setiap komponennya. 

Standar Penilaian Pendidikan terdiri dari tiga komponen yaitu: a) sistem 
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penilaian disusun untuk menilai peserta didik baik dalam bidang 

akademik maupun non akademik; b) penilaian berdampak pada proses 

belajar; c) orangtua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak 

mereka. Nilai pencapaian per indikator dari setiap komponen adalah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 5. 9. Nilai Pencapaian Indikator Standar Penilaian Pendidikan 

Nilai pencapaian per indikator diperoleh dari analisis kondisi 

yang telah dicapai dengan didukung bukti fisik. Kondisi beserta bukti 

fisik dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. 15. Pencapaian Indikator Standar Penilaian Pendidikan 

Sistem penilaian disusun untuk menilai peserta 

didik baik dalam bidang akademik maupun 

nonakademik 

Bukti Fisik 

1. Guru-guru menyusun rencana penilaian KKM, kisi-kisi 
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terhadap hasil belajar peserta didik terhadap 

pencapaian kompetensi yang diharapkan dan 

diinformasikan kepada peserta didik sehingga 

setiap peserta didik memahami target 

kompetensi yang harus dicapai 

soal, kalender 

pendidikan, 

program UH, 

dokumen rencana 

analisis, 

dokumen 

program remedial 

dan pengayaan, 

dokumen 

program UTS, 

kenaikan kelas, 

dan UAS, 

dokumen rencana 

tugas terstruktur 

dan mandiri, 

program 

pengembangan 

diri, dokumen 

silabus dan RPP, 

dokumen hasil 

pengamatan dan 

wawancara 

2. Guru-guru menginformasikan silabus mata 

pelajaran yang didalamnya memuat rancangan 

dan kriteria penilaian termasuk KKM dengan 

memperhatikan karakteristik peserta didik, 

mata pelajaran, dan kondisi sekolah pada awal 

semester 

KKM, catatan 

guru tentang 

kriteria penilaian 

setiap tatap 

muka, UH, UTS, 

UKK, tugas 

terstruktur dan 

mandiri, serta 

kriteria penilaian 
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yang berkaitan 

dengan 

pengembangan 

diri, rapor siswa, 

program 

pengembangan 

diri 

3. Guru-guru menggunakan berbagai jenis metode 

untuk menilai kemajuan belajar peserta didik 

secara berkelanjutan dan mengembangkannya 

berdasarkan rencana yang telah dibuat sesuai 

dengan perkembangan peserta didiknya 

Analisis 

penilaian 

4. Guru-guru membuat instrumen yang tepat dan 

dapat diandalkan untuk menerapkan berbagai 

teknik, bentuk dan jenis penilaian serta 

direview secara berkala 

Soal-soal tertulis 

dan soal-soal 

untuk tes lisan 

Penilaian berdampak pada proses belajar Bukti Fisik 

5. Semua guru secara rutin mencatat kemajuan 

setiap peserta didik memberi komentar dan 

masukan serta menginformasikannya kepada 

peserta didik secara individual dan berkala 

Daftar nilai 

6. Guru-guru selalu menggunakan hasil penilaian 

peserta didik dalam mereview rencana 

pembelajaran yang telah disusun 

Daftar nilai yang 

memuat nilai 

perbaikan 

Orangtua peserta didik terlibat dalam proses 

belajar anak mereka 

Bukti Fisik 

7. Sekolah menyampaikan laporan hasil penilaian 

mata pelajaran untuk semua kelompok mata 

pelajaran pada setiap akhir semester kepada 

orangtua/wali peserta didik dalam bentuk 

Buku rapor 



90 
 

 
 

laporan pendidikan 

8. Sekolah menjamin kemitraan dengan orangtua 

dalam meningkatkan pencapaian hasil belajar 

siswa 

Daftar PR atau 

tugas, dokumen 

catatan orangtua 

dalam 

membimbing 

siswa, 

menyelesaikan 

PR atau tugas di 

rumah pada buku 

tugas siswa 

 

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai, rekomendasi perbaikan 

yang dirumuskan sekolah adalah sebagai berikut. 

Tabel 5. 16. Rekomendasi Perbaikan Standar Penilaian Pendidikan 

Indikator Rekomendasi 

1 Instrumen penilaian dikembangkan setiap tahun 

2 KTSP direvisi dan dikembangkan setiap tahun 

3 Hasil penilaian dijadikan umpan balik bagi guru dalam 

rangka peningkatan proses pembelajaran 

4 Soal-soal sebagai alat instrumen penilaian selalu direvisi dan 

dikembangkan setiap tahun 

5 Setiap saat siswa dapat mengakses nilai hasil kemajuan 

belajar 

6 Setiap saat siswa dapat mengakses nilai hasil kemajuan 

belajar 

7 Kepala sekolah perlu menyampaikan laporan hasil UAS dan 

UKK serta US/UN kepada orangtua peserta didik dan 

menyampaikan rekapitulasinya kepada dinas pendidikan 



91 
 

 
 

kabupaten/kota pada setiap akhir semester 

8 Sekolah perlu memiliki dokumen catatan hasil pertemuan 

dengan orangtua 

 

Pemetaan mutu memberikan gambaran kepada berbagai pemangku 

kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan. 

Manfaat yang diperoleh sekolah dengan dilakukannya pemetaan mutu adalah 

sebagai berikut. 

“Sasaran mutu pendidikan mudah tercapai, karena pemetaan mutu 

menjadi bahan evaluasi dan koreksi, kemudian mengetahui sampai 

mana standar mutu dilaksanakan, mengetahui ketercapaian, dan 

memperoleh gambaran yang jelas situasi dan kondisi sekolah (Ina 

Purnamasari, 2 April 2018).” 
 

Pemetaan mutu menggambarkan mutu sekolah, dan manfaat pemetaan 

mutu bagi SMP Negeri 1 Bantarkawung, yaitu: 1) sebagai evaluasi dan 

koreksi, 2) agar dapat diketahui sampai dimana standar mutu itu 

dilaksanakan, 3) mengetahui ketercapaian sebagai feedback untuk melakukan 

improvement, dan 4) memperoleh gambaran yang jelas situasi dan kondisi 

sekolah pada waktu tertentu. 

5.1.3 Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu di SMP Negeri 1 

Bantarkawung 

Perencanaan pemenuhan mutu pada satuan pendidikan disusun berdasarkan 

evaluasi diri satuan pendidikan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta 

visi, misi, dan kebijakan satuan pendidikan. Bentuk dari rencana pemenuhan 

mutu dapat berupa rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci 
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dari rencana kerja menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) 

tahun. 

Penyusunan rencana pemenuhan mutu diwujudkan dalam bentuk 

rencana kerja sekolah (RKS) berupa rencana kerja jangka menengah (RKJM) 

dan rencana kerja tahunan (RKT). Dalam menyusun RKJM/RKS sekolah 

melakukan persiapan dan memiliki dasar penyusunan yang tepat. Kemudian 

dapat dilihat isi dan bagaimana pengesahan serta sosialisasi RKJM/RKS yang 

dilakukan sekolah. Persiapan penyusunan renstra menurut hasil wawancara 

dengan kepala sekolah adalah sebagai berikut. 

“Penyusunan renstra menjadi tugas dan tanggung jawab tim penyusun 

penjaminan mutu sekolah. Penyusunan renstra melalui musyawarah guru 

dan karyawan, komite sekolah, dan orangtua wali murid. Sebelum itu 

kita membuat jadwal untuk penyusunan tahapan kegiatan dalam 

menyusun renstra (Ina Purnamasari, 2 April 2018).” 

Persiapan yang dilakukan sekolah dalam penyusunan RKJM/RKT 

berupa pembentukan tim penyusun, penyusunan jadwal, kemudian diadakan 

musyawarah bersama guru dan karyawan, komite sekolah, dan orangtua wali 

peserta didik. Dasar penyusunan yang digunakan sekolah dalam menyusun 

RKJM/RKT meliputi: peta mutu, visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, dan 

kebijakan mutu sekolah.  

Isi RKJM/RKT SMP Negeri 1 Bantarkawung terdiri dari enam bab. 

Bab I berisi latar belakang, identifikasi pelanggan dan stakeholder, kondisi 

umum dan profil sekolah, serta landasan dan acuan. Bab II berisi visi, misi, 

kebijakan mutu, dan nilai-nilai. Bab III berisi lingkungan strategis internal 

(analisis kekuatan dan kelemahan), lingkungan strategis eksternal  (analisis 
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peluang dan tantangan), dan faktor penentu keberhasilan. Bab IV berisi 

tujuan, sasaran, dan strategi. Bab V berisi rencana kerja operasional yaitu 

rencana kerja lima tahunan, rencana kerja tahunan, serta pengukuran dan 

evaluasi kinerja. Bab VI yaitu penutup. 

Rencana kerja lima tahunan berisi rencana pemenuhan 8 standar 

nasional pendidikan dilengkapi aspek, indikator, dan strategi pelaksanaannya. 

Selanjutnya rencana kerja lima tahunan dituangkan ke dalam rencana kerja 

tahunan (RKT) berupa program-program pengembangan dan pelaksanaan 

kegiatan sekolah. Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan, tujuan, 

indikator keberhasilan, bentuk kegiatan, jadwal, dan sumber dana. Programm 

kerja tahunan dalam pemenuhan 8 SNP di SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Tahun 2017/2018 adalah sebagai berikut. 

1) Standar isi 

Program pemenuhan Standar Isi dijabarkan menjadi dua kegiatan, yaitu: 

Tabel 5. 17. Kegiatan Pemenuhan Standar Isi Tahun 2017/2018 

Kegiatan: Pengembangan kurikulum yang relevan 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Mengembangkan kurikulum 

pada tingkat satuan pendidikan 

menggunakan panduan yang 

disusun BSNP 

Tim 

pengembang 

KTSP 

 

Mei dan 

Juli 

2017 

Komite 

WKS 1 Mei dan 

Juli 

2017 

Komite 

Membuat kurikulum dengan 

mempertimbangkan 

karakteristik daerah, kebutuhan 

sosial masyarakat, kondisi 

budaya, usia peserta didik, dan 

WKS 1 Mei dan 

Juli 

2017 

Komite 

Guru Mei dan 

Juli 

2017  

Komite 
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kebutuhan pembelajaran 

Kurikulum menunjukan adanya 

alokasi waktu, rencana program 

remedial, dan pengayaan bagi 

siswa 

WKS 1 Mei dan 

Juli 

2017 

Komite 

Guru Mei dan 

Juli 

2017 

Komite 

Kegiatan: Kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Menyediakan layanan sekolah 

berupa bimbingan dan 

konseling untuk memenuhi 

kebutuhan pengembangan 

pribadi peserta didik 

WKS 1 Mei dan 

Juli 

2017 

Komite 

BK Juli 

2017 – 

Juni 

2018 

Komite 

Sekolah menyediakan kegiatan 

ekstrakurikuler untuk 

memenuhi kebutuhan 

pengembangan pribadi peserta 

didik 

WKS 1 

WKS 2 

Mei dan 

Juli 

2017 

Komite 

 

2) Standar Proses 

Program pemenuhan Standar Proses diuraikan menjadi lima kegiatan, 

yaitu: 

Tabel 5. 18. Kegiatan Pemenuhan Standar Proses Tahun 2017/2018 

Kegiatan: Silabus sudah sesuai dengan standar dan relevan 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Mengembangkan silabus 

berdasarkan standar isi, standar 

kompetensi lulusan dan 

panduan KTSP 

Guru Mei dan 

Juli 2017 

Prov 

Pengembangan silabus WKS 1 Mei dan Komite 
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dilakukan guru secara mandiri 

atau berkelompok 

Guru Juli 2017 

Kegiatan: Penyusunan RPP 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

RPP disusun berdasarkan pada 

prinsip-prinsip perencanaan 

pembelajaran 

Guru Mei dan 

Juli 2017 

Komite 

RPP disusun memperhatikan 

gender, kemampuan awal, 

intelektual, minat, bakat, 

motivasi, potensi, kemampuan 

sosial, emosional, gaya belajar, 

kebutuhan khusus, latar 

belakang budaya, lingkungan 

peserta didik 

WKS 1 

WKS 2 

Guru 

Juli 2017 Komite 

Kegiatan: Menyediakan sumber belajar dengan mudah dan 

menggunakan secara tepat 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Siswa dapat mengakses buku 

panduan, buku pengayaan, 

buku referensi, dan sumber 

belajar lain selain buku 

pelajaran dengan mudah 

Perpus Mei 2017 Komite 

Guru menggunakan selain 

buku pelajaran secara tepat 

dalam pembelajaran untuk 

membantu dan memotivasi 

peserta didik 

Perpus 

Guru 

Desember 

2017 

Kota Prov 
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Kegiatan: Melaksanakan pembelajaran dengan metode yang 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang dan 

memotivasi peserta didik 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, 

menyenangkan dan menantang 

mencakup kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup 

Guru Juli 2017 Prov 

Para peserta didik memperoleh 

kesempatan yang sama untuk 

melakukan eksplorasi dan 

elaborasi, serta mendapatkan 

konfirmasi 

Guru Juli 2017 

– Juni 

2018 

Komite 

Guru Desember 

2017 

Komite 

Kegiatan: Melaksanakan supervisi dan evaluasi proses pembelajaran 

dilakukan bertahap dan berkelanjutan 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Supervisi dan evaluasi proses 

pembelajaran dilakukan pada 

setiap tahap meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian hasil pembelajaran 

Perencanaan 

Pengembangan 

Oktober 

2017 

Komite 

Supervisi dan evaluasi proses 

pembelajaran dilakukan secara 

berkala dan berkelanjutan oleh 

kepala sekolah dan pengawas 

Perencanaan 

Pengembangan 

Oktober 

2017 

Komite 
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3) Standar Kompetensi Lulusan 

Program pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan diuraikan menjadi dua 

kegiatan, yaitu: 

Tabel 5. 19. Kegiatan Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan Tahun 

2017/2018 

Kegiatan: peserta didik dapat mencapai target akademis yang 

diharapkan 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Peserta didik memperlihatkan 

kemajuan yang lebih baik 

dalam mencapai target yang 

ditetapkan SKL 

Kepala Sekolah 

WKS 1 

Wali Kelas 

Guru 

Juni 2017 Komite 

Guru Juli 2017 Komite 

WKS 1 Januari 

2018 

Komite 

Peserta didik memperlihatkan 

kemajuan sebagai pembelajar 

yang mandiri 

Guru Juli 2017 

– Juni 

2018 

 

Kegiatan: Peserta didik dapat mencapai target akademis dan 

mengemabangkan potensi penuh mereka sebagai anggota masyarakat 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Peserta didik memperlihatkan 

motivasi belajar dan rasa 

percaya diri yang tinggi 

WKS 4 Oktober 

2017 

Prov 

WKS 1 

KNA 

Desember 

2018 

Prov 

WKS 2 Juli 2017 

– Juni 

Komite 
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2018 

Guru Juli 2017 

– Juni 

2018 

Komite 

Sekolah mengembangkan 

kepribadian peserta didik 

WKS 2 Insidental Komite 

WKS 2 Juli 2017 

– Juni 

2018 

Komite 

Sekolah mengembangkan 

keterampilan hidup 

Wali kelas Juli 2017 Komite 

Wali kelas Juli 2017 

– Juni 

2018 

Komite 

Wali kelas Maret 

2018 

Komite 

pusat 

 

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Program pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

diuraikan menjadi dua kegiatan, yaitu: 

Tabel 5. 20. Kegiatan Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Tahun 2017/2018 

Kegiatan: Memenuhi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Jumlah pendidik memenuhi 

standar 

WKS 3 Juli 

2017 

 

Jumlah tenaga kependidikan 

memenuhi standar 

KTU Juli 

2018 

 

Pemenuhan kualifikasi pendidik 

memenuhi standar 

KS 

WKS 3 

Juli 

2017 

Komite 

Semua 
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sumber 

dana 

Kualifikasi tenaga kependidikan 

memenuhi standar 

KTU Juli 

2017 

 

Kegiatan: Pemenuhan kompetensi pendidik 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Agar kompetensi pendidik 

memenuhi standar 

KS 

WKS 3 

Oktober 

2017 

Komite 

WKS 3 Maret 

2018 

Komite 

prov 

Kompetensi tenaga 

kependidikan memenuhi standar 

KTU 

WKS 3 

April 

2018 

Komite 

KTU 

WKS 3 

Mei 

2018 

Komite 

 

5) Standar Sarana dan Prasarana 

Program pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana diuraikan menjadi dua 

kegiatan, yaitu: 

Tabel 5. 21. Kegiatan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana 

Tahun2017/2018 

Kegiatan: Sarana sekolah sudah memadai 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Sekolah memenuhi standar 

terkai dengan ukuran ruangan, 

jumlah ruangan, persyaratan 

untuk sistem ventilasi, dan 

lainnya 

KTU Juli 2017 

– Juni 

2018 

Komite 

KTU Juli 2017  

KTU April Komite 
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2018 

KTU Juni 2017 Prov 

Sekolah memenuhi standar 

terkait dengan jumlah peserta 

didik dalam rombongan belajar 

WKS Juni 2017 Komite 

Sekolah memenuhi standar 

terkait dengan penyediaan alat 

dan sumber belajar termasuk 

buku pelajaran 

KTU 

WKS 1 

Juli 2017 Komite 

Perpus Agustus 

2017 

Komite 

Prov 

KNA Desember 

2017 

Prov 

Kegiatan: Pemeliharaan sarana dan prasarana 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Pemeliharaan bangunan 

dilaksanakan secara berkala 

sesuai dengan persyaratan 

standar 

Renbang Juli 2017 

– Juni 

2018 

Komite 

Bangunan aman dan nyaman 

untuk semua peserta didik 

KTU Juli 2017 

– Juni 

2018 

Komite 

 

6) Standar Pengelolaan 

Program pemenuhan Standar Pengelolaan diuraikan menjadi enam 

kegiatan, yaitu: 

Tabel 5. 22. Kegiatan Pemenuhan Standar Pengelolaan Tahun 2017/2018 

Kegiatan: Kinerja pengelolaan sekolah berdasarkan kerja tim dan 

kemitraan yang kuat dengan visi dan misi yang jelas dan diketahui 

oleh semua pihak 
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Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Sekolah merumuskan visi dan 

misi serta disosialisasikan 

kepada warga sekolah dan 

pemangku kepentingan 

Renbang 

 

Juli 2017 Komite 

Pengelolaan sekolah 

menunjukkan adanya 

kemandirian, kemitraan, 

partisipasi, keterbukaan, dan 

akuntabilitas 

Renbang Juli 2017 

– Juni 

2018 

Komite 

Kegiatan: Rencana kerja tahunan sekolah 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Sekolah merumuskan rencana 

kerja dengan tujuan yang jelas 

untuk peningkatan dan 

perbaikan berkelanjutan 

Renbang 

 

Juli 2017  

Sekolah mensosialisasikan 

rencana kerja yang berbasis 

tujuan untuk peningkatan dan 

perbaikan berkelanjutan 

kepada warga sekolah dan 

pihak-pihak yang 

berkepentingan 

Renbang 

 

Juli 2017  

Rencana kerja tahunan 

dinyatakan dalam rencana 

kegiatan dan anggaran sekolah 

dilaksanakan berdasarkan 

rencana jangka menengah 

Renbang 

 

Juli 2017  
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Kegiatan: Evaluasi diri 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Sekolah melakukan evaluasi 

diri terhadap kinerja sekolah 

secara berkelanjutan untuk 

melihat dampaknya terhadap 

peningkatan hasil belajar 

Renbang 

WKS 1 

Maret 

2018 

Komite 

Sekolah menetapkan prioritas 

indikator untuk mengukur, 

menilai kinerja, dan melakukan 

perbaikan berdasarkan hasil 

evaluasi diri dengan 

memfokuskan pada 

peningkatan hasil belajar 

Renbang April 

2018 

Komite 

WKS 1 Juli 2017 

– Juni 

2018 

 

Renbang Juli 2018  

Kegiatan: Sistem Informasi Pengelolaan Sekolah 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Sekolah mengelola sistem 

informasi pengelolaan dengan 

cara yang efektif, efisien dan 

dapat dipertanggungjawabkan 

Renbang Juli 2017 

– Juni 

2018 

Komite 

Sekolah menyediakan sistem 

informasi yang efisien, efektif, 

dan dapat diakses 

Renbang Juli 2017 

– Juni 

2018 

 

Kegiatan: Efektifitas kinerja pendidik dan tenaga kependidikan 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Sekolah meningkatkan 

keefektifan kinerja pendidik 

WKS 3 

Renbang 

Juli 2017 

– Juni 

Komite 
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dan tenaga kependidikan dan 

pengembangan profesi 

pendidik dan tenaga 

kependidikan 

2018 

Supervisi dan evaluasi 

pendidik dan tenaga 

kependidikan sesuai dengan 

standar nasional 

Renbang Oktober 

2017 & 

Maret 

2018 

Komite 

Renbang Maret 

2017 dan 

Juli 2018 

Komite 

Renbang Maret 

2017 

 

Renbang Maret 

2018 

Komite 

Kegiatan: Keterlibatan warga sekolah 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Warga sekolah terlibat dalam 

pengelolaan kegiatan akademis 

dan nonakademis 

WKS 3 Juli 2017 Komite 

Tim 

Pengembang 

Kurikulum 

Juli 2017 Komite 

WKS 1 Juli 2017 Komite 

Renbang April 

2018 

Komite 

WKS 4 Desember 

2017 

Komite & 

Pusat 

Sekolah melibatkan anggota 

masyarakat khususnya 

pengelolaan kegiatan 

KS 

KTU 

April 

2018 

Komite 
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nonakademis 

 WKS 4 Juni 2018 Komite & 

DU/DI 

 WKS 4 Desember 

2017 

Komite 

 WKS 4 

Renbang 

Juli 2017 

– Juni 

2018 

 

 

7) Standar Pembiayaan 

Program pemenuhan Standar Pembiayaan diuraikan menjadi tiga kegiatan, 

yaitu: 

Tabel 5. 23. Kegiatan Pemenuhan Standar Pembiayaan Tahun 2017/2018 

Kegiatan: Sekolah merencanakan keuangan sesuai standar 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Anggaran sekolah dirumuskan 

merujuk Peraturan 

Pemerintah, pemerintah 

provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota 

KS 

KTU 

Renbang 

April 

2018 

Komite 

Perumusan RAPBS 

melibatkan komite sekolah 

dan pemangku kepentingan 

yang relevan 

KS 

KTU 

Renbang 

April 

2018 

Komite 

Penyusunan rencana 

keuangan sekolah dilakukan 

secara transparan, efisien, dan 

akuntabel 

KS 

KTU 

Renbang 

April 

2018 

Semua 

sumber 

dana 

KS Juni 2018 Semua 
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KTU sumber 

dana 

Sekolah membuat pelaporan 

keuangan kepada pemerintah 

dan pemangku kepentingan 

KS 

KTU 

Juli 2017 

– Juni 

2018 

Semua 

Sumber 

Dana 

Kegiatan: Upaya sekolah untuk mendapatkan tambahan dukungan 

pembiayaan lainnya 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Sekolah memiliki kapasitas 

untuk mencari dana dengan 

inisiatifnya sendiri 

KWU Juli 2017 

– Juni 

2018 

Komite 

Renbang 

WKS 4 

Juli 2017 

– Juni 

2018 

Masyarakat 

Sekolah membangun jaringan 

kerja dengan dunia usaha dan 

dunia industri setempat 

KS 

KTU 

Renbang 

Juli – 

Desember 

2017 

Komite 

WKS 4 April 

2018 

DU/DI 

KTU Juni 2018 DU/DI 

Sekolah memelihara 

hubungan baik dengan alumni 

BK Juni 2018  

Kegiatan: Sekolah menjamin kesetaraan akses 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Sekolah melayani siswa dari 

berbagai tingkatan sosial 

ekonomi 

WKS 2 

BK 

Juni 2017 Komite 

Sekolah melakukan subsidi BK Agustus  
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silang kepada siswa kurang 

mampu dibidang ekonomi 

2017 

Renbang April 

2018 

 

 

8) Standar Penilaian Pendidikan 

Program pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan diuraikan menjadi tiga 

kegiatan, yaitu: 

Tabel 5. 24. Kegiatan Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan Tahun 

2017/2018 

Kegiatan: Sistem penilaian disusun untuk menilai peserta didik baik 

dalam bidang akademik maupun nonakademik 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Guru menyusun perencanaan 

penilaian terhadap 

pencapaiankompetensi peserta 

didik 

Guru 

WKS 1 

Juli 2017 

– Juni 

2018 

 

Guru memberikan informasi 

kepada peerta didik mengenai 

kriteria penilaian termasuk 

kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) 

WKS 1 Agustus 

2017 

 

Guru melaksanakan penilaian 

secara teratur berdasarkan 

rencana yang telah dibuat 

WKS 1 

Guru 

Juli 2017 

– Juni 

2018 

 

WKS 1 

Guru 

Juni 2018  

Guru menerapkan berbagai 

teknik, bentuk, dan jenis 

Guru Juli 2017 

– Juni 

Komite 
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penilaian untuk mengukur 

prestasi dan kesulitan belajar 

peserta didik 

2018 

Kegiatan: Penilaian berdampak pada proses belajar 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Guru memberikan masukan 

dan komentar mengenai 

penilaian yang mereka lakukan 

pada peserta didik 

Guru 

Admin 

Juli 2017 

– Juni 

2018 

 

Guru menggunakan hasil 

penilaian untuk perbaikan 

pembelajaran 

Guru Juli 2017 

– Juni 

2018 

 

Kegiatan: Orangtua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak 

mereka 

Tujuan Pelaksana 
Jadwal/ 

bulan 

Sumber 

dana 

Sekolah melaporkan hasil 

penilaian mata pelajaran untuk 

semua kelompok mata 

pelajaran pada setiap akhir 

semester kepada orangtua/wali 

peserta didik dalam bentuk 

buku laporan pendidikan 

WKS 1 

Admin 

Desember 

2017 & 

Juli 2018 

Komite 

Sekolah melibatkan orangtua 

peserta didik dalam 

meningkatkan pencapaian hasil 

belajar siswa 

Renbang Maret 

2018 

Komite 
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Pengesahan renstra menurut hasil wawancara dengan kepala sekolah 

adalah sebagai berikut. 

“Pengesahan renstra tentunya menurut hasil musyawarah, pengesahan 

dilakukan oleh kepala sekolah atas persetujuan komite sekolah dalam 

rapat finalisasi renstra, diundang juga perwakilan dari masing-masing 

unit kerja. Sedangkan dinas, nanti akan diperiksa saat tinjauan ke sekolah 

(Ina Purnamasari, 2 April 2018).” 

Pengesahan renstra di SMP Negeri 1 Bantarkawung dilakukan oleh 

kepala sekolah menurut hasi rapat finalisasi renstra. 

5.1.4 Pelaksanaan Pemenuhan Mutu di SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Pelaksanaan pemenuhan mutu merupakan pelaksanaan program dan kegiatan 

pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang telah disusun dalam rencana 

kerja sekolah. Pelaksanaan pemenuhan mutu dapat dilihat dari sekolah 

melaksanakan program pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dan 

bagaimana komitmen seluruh komponen sekolah dalam melaksanakan 

pemenuhan mutu. Pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan mutu 

menurut hasil wawancara dengan kepala sekolah adalah sebagai berikut. 

“Pada dasarnya seluruh warga sekolah selalu terlibat aktif dalam 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Para guru yang 

memiliki jabatan fungsional di sekolah juga memiliki komitmen yang 

tinggi dalam mendukung pelaksanaan program-program sekolah, rajin 

mengikuti rapat-rapat, aktif memberi pendapat dan usulan, dan 

tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan padanya. Pelaksanaan 

kegiata pemenuhan mutu sekolah yaitu mendukung sekolah berprestasi 

(Ina Purnamasari, 2 April 2018).” 

Pemenuhan 8 standar nasional pendidikan meliputi: pemenuhan 

standar isi, pemenuhan standar proses, pemenuhan standar kompetensi 

lulusan, pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan 
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standar sarana dan prasarana, pemenuhan standar pengelolaan, pemenuhan 

standar pembiayaan, dan pemenuhan standar penilaian pendidikan.  

Pemenuhan program dan kegiatan dalam RKJM/RKT dilaksanakan oleh 

masing-masing unit kerja.  

5.1.5 Evaluasi Pemenuhan Mutu di SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Evaluasi pemenuhan mutu merupakan kegiatan untuk melihat pelaksanaan 

dan hasil 8 standar nasional pendidikan. Evaluasi dilaksanakan melalui 

evaluasi diri sekolah (EDS), evaluasi berbasis tujuan dengan mengikuti 

tahapan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi melalui evaluasi diri sekolah menurut 

hasil wawancara dengan kepala sekolah adalah sebagai berikut. 

“Kami rutin melaksanakan evaluasi diri sekolah yaitu diakhir tahun 

pelajaran. Saat evaluasi juga ada diskusi untuk saling menyampaikan 

keluhan yang dirasakan oleh personil yang terlibat dalam pelaksanaan 

program. Setelah ketemu masalah selanjutnya dirumuskan rekomendasi 

perbaikan yang harus dilakukan, rekomendasi juga dirumuskan dari 

indikator yang belum dicapai maksimal (Ina Purnamasari, 2 April 

2018).” 

Evaluasi pemenuhan mutu sama halnya dengan melakukan 

pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah 

dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin 

kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Bedasarkan 

dokumen rencana strategis SMP Negeri 1 Bantarkawung tahun 2017-2021 

diperoleh keterangan bahwa pengukuran dan evaluasi keterlaksanaan suatu 

program dan kegiatan yang telah ditetapkan mutlak diperlukan oleh SMP 

Negeri 1 Bantarkawung, dengan tujuan: 1) pengukuran tingkat keterlaksanaan 
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program kegiatan yang sudah ditetapkan; 2) pengukuran komitmen dan 

efektifitas kinerja pendidik dan tenaga kependidikan; 3) penentuan “lost of 

opportunity’, kehilangan kesempatan jikan program kegiatan tidak terlaksana 

dengan baik; 4) mendeteksi secara dini pelemahan kinerja sekolah; 5) 

pengukuran tingkat efesiensi waktu dan biaya program kegiatan; 6) sebagai 

acuan penyusunan rencana strategis yang akan datang; dan 7) pengukuran 

akuntabilitas unit kerja. 

Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi: penyusunan instrumen 

evaluasi, pembentukan tim pelaksana evaluasi, pengumpulan bukti fisik 

program pemenuhan mutu, ditemukan permasalahan, dan dirumuskan 

rekomendasi perbaikan. Berdasarkan dokumen renstra SMP Negeri 1 

Bantarkawung tahun 2017-2021 diperoleh keterangan, metode pengukuran 

dan evaluasi di SMP Negeri 1 Bantarkawung dilakukan dengan menetapkan 

petugas yang sesuai dengan bidang tugas, untuk dilaporkan kepada kepala 

sekolah atau disampaikan pada rapat manajemen sekolah. Petugas pelaksana 

evaluasi dijabarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 5. 25. Petugas Pelaksana Evaluasi Program SMP Negeri 1 

Bantarkawung 

SNP 
KELOMPOK PROGRAM 

KEGIATAN 

PETUGAS PELAKSANA 

EVALUASI 

Standar Isi Kurikulum, KTSP Wakil Kepala Bidang 

Kurikulum 

Program ekstrakurikuler Wakil Kepala Bidang 

Kesiswaan 
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Program kegiatan konseling  Ketua Bimbingan dan 

Konseling 

Standar 

Proses 

Proses pembelajaran dan 

RPP 

Wakil Kepala Bidang 

Kurikulum 

Hubungan DU/DI Wakil Kepala Bidang Hub-In 

Supervisi dan evaluasi 

KBM 

Perencanaan dan 

Pengembangan 

Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

Kegiatan dan peningkatan 

siswa dalam mata pelajaran 

Wakil Kepala Bidang 

Kurikulum 

Kegiatan kesiswaan dan 

penegakan aturan sosial 

Wakil Kepala Bidang 

Kesiswaan 

Standar 

Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan 

Pendidik Wakil Kepala Bidang Sapras 

dan Ketenagaan 

Tenaga kependidikan Kepala Tata Usaha 

Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

Perencanaan sarana 

prasarana sekolah 

Wakil Kepala Bidang Sapras 

dan Ketenagaan 

Pemeliharaan sarana 

prasarana sekolah 

Kepala Tata Usaha 

Pengadaan sarana prasarana 

sekolah 

Wakil Kepala Bidang Sapras 

dan Ketenagaan 

Standar 

Pengelolaan 

Rencana kerja sekolah Perencanaan dan 

Pengembangan 

Struktur organisasi dan 

pembagian tugas mengajar 

Wakil Kepala Bidang Sapras 

dan Ketenagaan 

Pelibatan komite sekolah Kepala Tata Usaha 

Sistem manajemen mutu Perencanaan dan 

Pengembangan 

Sistem informasi Wakil Kepala Bidang 
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manajemen Kurikulum 

Pengawasan evaluasi 

program 

Perencanaan dan 

Pengembangan 

Pencitraan sekolah Perencanaan dan 

Pengembangan 

Standar 

Pembiayaan 

Perencanaan RAPBS/RKAS Perencanaan dan 

Pengembangan 

Pelaksanaan beasiswa Ketua Bimbingan dan 

Konseling 

Pembukuan dan laporan 

keuangan 

Kepala Tata Usaha 

Standar 

Penilaian 

Pendidikan 

Rancangan dan teknik 

penilaian 

Wakil Kepala Bidang 

Kurikulum 

Ulangan semester dan 

kenaikan 

Koordinator Normatif Adaptif 

Pelaksanaan UN dan Ujian 

Sekolah 

Wakil Kepala Bidang 

Kurikulum 

Uji kompetensi siswa  

 

Hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa permasalahan yang 

ditemui dan cara yang dilakukan sekolah untuk mengatasi, yaitu: 1) hambatan 

waktu dan biaya, cara mengatasinya dengan cara diprogramkan atau 

dilaksanakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan secara berjenjang; 2) 

hambatan sibuk mengajar, cara mengatasinya dengan mencari waktu tepat 

untuk melaksanakan koordinasi dan pelatihan; dan 3) hambatan kurang 

memadai sarana dan prasarana, cara mengatasinya dengan dilakukannya 

pemenuhan secara berkelanjutan. 
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5.2 Pembahasan 

5.2.1 Penetapan Standar Mutu di SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Penetapan standar mutu merupakan tahapan awal dalam sistem penjaminan 

mutu. Standar mutu adalah sebagai gambaran mutu yang akan dicapai 

sekolah. Selain itu menurut pendapat Fattah (2012: 3) bahwa stakeholder 

pendidikan seperti orangtua, masyarakat, pemerintah, dan dunia industri 

memiliki persepsi yang berbeda tentang mutu. Perbedaan persepsi ini 

berimplikasi bagi sekolah atau institusi pendidikan akan perlunya menetapkan 

standar mutu sebagai acuan dalam mencapai mutu pendidikan. Oleh karena 

itu, kedudukan standar mutu memiliki posisi yang sangat penting dalam 

mewujudkan sekolah yang bermutu. 

Standar mutu bagi SMP Negeri 1 Bantarkawung adalah sebagai acuan 

program pengembangan sekolah, sebagai arah dan koridor dalam 

menjalankan fungsi dan mencapai tujuan sekolah, dan sebagai acuan dalam 

pelayanan kepada masyarakat. 

Penetapan standar mutu mempertimbangkan kebutuhan sekolah, dan 

mempertimbangkan kemampuan sumber daya sekolah. Dasar yang digunakan 

sekolah dalam menetapkan standar mutu adalah visi dan misi sekolah, 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendikbud, dan Standar BSNP. 

Berdasarkan data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan kepala 

sekolah sehingga diperoleh kesimpulan, dasar penetapan standar mutu di 

SMP Negeri 1 Bantarkawung mengacu pada 8 standar nasional pendidikan 

dengan selalu menyesuaikan peraturan yang berlaku, yaitu: Undang-Undang, 
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Peraturan Pemerintah, Permendikbud, dan Standar BSNP.  Penetapan standar 

mutu di SMP Negeri 1 Bantarkawung juga berdasar pada kebutuhan sekolah 

yaitu berupa rumusan visi dan misi sekolah, serta mempertimbangkan 

kemampuan sumber daya sekolah. 

Dasar yang digunakan SMP Negeri 1 Bantarkawung dalam penetapan 

standar mutu, sejalan dengan hasil penelitian Musyafa’ Fathoni dalam 

Disertasinya yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem 

Penjaminan Mutu (Studi Multi Situs di SD Al Falah Tropodo 2 Sidoarjo, 

SDIT Bina Insani Kediri, dan SDIT Al Hikmah Blitar)”, dimana pengelola 

sekolah dalam menetapkan standar mutu berpijak pada idealisme sekolah 

(cita-cita pendirian, visi dan misi sekolah, dan profil lulusan yang 

diharapkan). Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penetapan 

standar mutu adalah kebutuhan dan keterampilan yang harus dikuasai anak 

usia sekolah dasar, kebutuhan orangtua, keyakinan keagamaan, faktor 

ekonomi, dan faktor sosial. 

Dalam menetapkan standar mutu yang perlu menjadi perhatian 

sebagaimana dijelaskan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

(2016: 49) adalah dengan melibatkan seluruh komponen sekolah. SMP 

Negeri 1 Bantarkawung dalam menetapkan standar mutu melibatkan seluruh 

komponen sekolah, bahkan melibatkan juga pemangku kepentingan di luar 

sekolah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah diperoleh 

keterangan bahwa pelibatan seluruh komponen sekolah yaitu melalui 

perwakilan dari masing-masing unit kerja yang ada di SMP Negeri 1 
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Bantarkawung serta melibatkan juga komite sekolah. Sementara untuk 

pelibatan pemangku kepentingan di luar sekolah yaitu dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten Brebes yang dalam hal ini diwakili oleh pengawas sekolah. 

5.2.2 Pemetaan Mutu di SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Pemetaan mutu merupakan proses terkait kegiatan pengumpulan, pengolahan, 

analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional 

pendidikan dari mulai tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, hingga 

nasional. Selain itu menurut Kemdikbud (2016: 21) menjelaskan, langkah-

langkah yang dapat dilakukan satuan pendidikan dalam melaksanakan 

pemetaan mutu, yaitu: penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan 

dan analisa data serta penyusunan hasil. 

Pelaksanaan EDS di SMP Negeri 1 Bantarkawung dilakukan untuk 

memetakan mutu 8 SNP. Hal tersebut dibuktikan dengan dokumen EDS SMP 

Negeri 1 Bantarkawung yang berisi pemetaan mutu 8 SNP. Pemetaan mutu 

yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Bantarkawung yaitu per standar nasional 

pendidikan, per komponen standar nasional pendidikan, sampai pada per 

indikator komponen standar nasional pendidikan dengan didukung bukti fisik 

serta penjelasan kondisi yang telah dicapai pada setiap indikatornya. 

Selanjutnya diberikan nilai tahapan pengembangan pada setiap indikator 

dengan skala 1 sampai 4 sesuai bukti fisik yang ada dan kondisi yang telah 

dicapai. Dengan demikian, pemetaan mutu melalui EDS yang dilakukan SMP 

Negeri 1 Bantarkawung mampu menggambarkan mutu sekolah secara akurat. 
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Pemetaan mutu bagi SMP Negeri 1 Bantarkawung bermanfaat dalam 

beberapa hal, yaitu: a) sebagai evaluasi dan koreksi, b) agar dapat diketahui 

sampai dimana standar mutu itu dilaksanakan, c) mengetahui ketercapaian 

sebagai feedback untuk melakukan improvement, dan d) memperoleh 

gambaran yang jelas situasi dan kondisi sekolah pada waktu tertentu. 

Manfaat pemetaan mutu yang didapat SMP Negeri 1 Bantarkawung, 

sejalan dengan yang ada dalam perangkat instrumen pemetaan mutu 

pendidikan dasar dan menengah, dimana pemetaan mutu dapat memberikan 

gambaran kepada pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar 

nasional pendidikan. 

5.2.3 Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu di SMP Negeri 1 

Bantarkawung 

Penyusunan rencana pemenuhan mutu di satuan pendidikan diwujudkan 

dalam bentuk RKS berupa RKJM/RKT. Persiapan SMP Negeri 1 

Bantarkawung dalam menyusun RKJM/RKT dilakukan dengan membentuk 

tim penyusun, penyusunan jadwal, dan musyawarah. Kemudian, pengesahan 

dilakukan oleh kepala sekolah melalui rapat finalisasi renstra. Kemdikbud 

(2016: 21) menjelaskan, penyusunan RKS dilakukan melalui tiga jenjang, 

yaitu: persiapan, penyusunan RKS, dan pengesahan RKS. Rencana Kerja 

Sekolah (RKS) harus disusun secara sistematik dan mencakup berbagai 

komponen yang diperlukan. 

Pembentukan tim penyusun menjadi persiapan pertama dalam 

penyusunan RKJM/RKT atau disebut Rencana Strategis (Renstra) di SMP 

Negeri 1 Bantarkawung. Penyusunan Renstra di SMP Negeri 1 Bantarkawung 
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menjadi tugas dan tanggung jawab unit kerja perencanaan pengembangan, 

sehingga seluruh tim penyusun merupakan anggota perencanaan 

pengembangan. Struktur tim penyusun untuk Renstra tahun 2017-2021, 

Kepala Sekolah berperan sebagai penanggungjawab. Ketua tim penyusun 

yaitu Ina Purnamasari, S.Pd., dengan anggota Mughniran, Iman Ismanto, 

Sunaryo, Pardi, Winarna, Paiyo, Budi Susilo, Jaka Surana, Endang Budiarti, 

Urip Sutrisno, dan Titin Novera. 

Rencana strategis SMP Negeri 1 Bantarkawung berisi: 1) latar 

belakang, identifikasi pelanggan dan stakeholder, kondisi unum dan profil 

sekolah, serta landasan dan acuan; 2) visi, misi, kebijakan mutu, dan nilai-

nilai; 3) lingkungan strategis internal (analisis kekuatan dan kelemahan), 

lingkungan strategis eksternal (analisis peluang dan tantangan), dan faktor 

penentu keberhasilan; 4) tujuan, sasaran, dan strategi; 5) rencana kerja 

operasional berisi rencana kerja tahunan, pengukuran dan evaluasi; serta 6) 

penutup. Kemdikbud (2016: 31) menjelaskan bahwa dalam rencana 

pemenuhan mutu sedikitnya berisikan tanggung jawab pelaksana, dilengkapi 

dengan kerangka waktu, tenggang waktu dan ukuran keberhasilan. Dalam 

rencana kerja tahunan dilengkapi dengan kegiatan, tujuan, indikator 

keberhasilan, bentuk kegiatan/bukti, jadwal/bulan, dan sumber dana. 

Rencana Strategis SMP Negeri 1 Bantarkawung disahkan oleh Kepala 

Sekolah dilakukan dengan persetujuan komite sekolah melalui mekanisme 

rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit kerja di SMP Negeri 1 
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Bantarkawung. Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten sebatas mengetahui 

dan akan diperiksa saat tinjauan ke sekolah. 

5.2.4 Pelaksanaan Pemenuhan Mutu di SMP Negeri 1 Bantarkawung 

SMP Negeri 1 Bantarkawung melakukan pemenuhan mutu melalui 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKJM/RKT 

meliputi: pemenuhan standar isi, pemenuhan standar proses, pemenuhan 

standar kompetensi lulusan, pemenuhan standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, pemenuhan standar sarana dan prasarana, pemenuhan standar 

pengelolaan, pemenuhan standar pembiayaan, dan pemenuhan standar 

penilaian pendidikan. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016:37) 

menjelaskan, implementasi pemenuhan mutu satuan pendidikan adalah 

realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dan telah 

tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan 

yang harus dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan 

program dan kegiatan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan di SMP 

Negeri 1 Bantarkawung dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sesuai 

tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Unit kerja melakukan 

persiapan dan membuat perencanaan pelaksanaan program untuk selanjutnya 

dilaksanakan dengan sebaik mungkin. 

Seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan harus memiliki 

komitmen untuk mengimplementasikan program dan kegiatan pemenuhan 8 
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standar nasional pendidikan. Wawancara dengan kepala sekolah mengenai 

komitmen komponen sekolah di SMP Negeri 1 Bantarkawung diperoleh 

keterangan bahwa pada dasarnya seluruh warga sekolah selalu terlibat aktif 

dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Guru yang 

memiliki jabatan fungsional di sekolah juga memiliki komitmen yang tinggi 

dalam mendukung pelaksanaan pemenuhan mutu sekolah, dapat dilihat dari 

rajin mengikuti rapat, aktif memberi pendapat, dan tanggungjawab terhadap 

tugas.  

5.2.5 Evaluasi  Pemenuhan Mutu di SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Wawancara peneliti dengan kepala sekolah memperoleh keterangan bahwa 

SMP Negeri 1 Bantarkawung rutin tiap tahun melaksanakan evaluasi diri 

sekolah yang dilaksanakan di akhir tahun pelajaran. Evaluasi diri sekolah 

dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian kinerja sekolah atas apa yang 

telah direncanakan. Evaluasi yang dilakukan melalui evaluasi diri sekolah 

berfokus pada hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan 8 

standar nasional pendidikan yang telah disusun dalam RKT, sehingga 

pedoman dalam evaluasinya berdasar indikator keberhasilan pada RKT. 

Selain pada hasil, evaluasi pemenuhan mutu juga dilakukan untuk 

melihat keterlaksanaan suatu program dan kegiatan yang telah ditetapkan di 

SMP Negeri 1 Bantarkawung. Pengukuran dan evaluasi keterlaksanaan suatu 

program dan kegiatan, dengan tujuan: 1) pengukuran tingkat keterlaksanaan 

program kegiatan yang sudah ditetapkan; 2) pengukuran komitmen dan 
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efektifitas kinerja pendidik dan tenaga kependidikan; 3) penentuan “lost of 

opportunity”, kehilangan kesempatan jika program kegiatan tidak terlaksana 

dengan baik; 4) mendeteksi secara dini pelemahan kinerja sekolah; 5) 

pengukuran tingkat efisiensi waktu dan biaya program kegiatan; 6) sebagai 

acuan penyusunan rencana strategis yang akan datang; dan 7) pengukuran 

akuntabilitas unit kerja. Metode pengukuran dan evaluasi tersebut dilakukan 

dengan menetapkan petugas yang sesuai dengan bidang tugas yang sesuai, 

untuk selanjutnya dilaporkan kepada kepala sekolah atau disampaikan pada 

rapat manajemen sekolah. 

Ditemukannya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pemenuhan mutu menjadi salah satu tujuan dilakukannya evaluasi. Kegiatan 

evaluasi pemenuhan mutu juga dilakukan diskusi untuk saling menyampaikan 

keluhan yang dirasakan oleh personil yang terlibat dalam pelaksanaan 

program, sehingga dapat ditemukan permasalahan baik yang dirasakan 

masing-masing individu maupun kelompok serta semua hal yang mendukung 

pelaksanaan program. 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan selanjutnya dirumuskan 

rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan. Permasalahan yang ditemukan 

sekolah dalam pelaksanaan pemenuhan mutu beserta cara mengatasi yang 

dilakukan, yaitu: 1) hambatan waktu dan biaya diatasi dengan cara 

diprogramkan atau dilaksanakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan 

secara berjenjang; 2) hambatan sibuk mengajar cara mengatasinya dengan 

cari waktu tepat untuk melaksanakan koordinasi dan pelatihan; dan 3) 
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hambatan kurangnya sarana dan prasarana diatasi dengan cara dilakukan 

pemenuhan secara berkelanjutan. 

Selain berdasarkan permasalahan, rekomendasi perbaikan juga 

dirumuskan dari indikator yang belum dicapai maksimal. Rekomendasi yang 

dirumuskan pada dasarnya berupa: memperbaiki hasil pemenuhan, 

meningkatkan target yang belum tercapai, memperbaiki hasil temuan, 

peningkatan aspek yang memungkinkan, dan penetapan sasaran mutu lebih 

meningkat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah (2016: 15) bahwa luaran dari kegiatan evaluasi selain 

laporan pelaksanaan pemenuhan standar nasional pendidikan dan 

implementasi rencana pemenugan mutu oleh satuan pendidikan, juga 

rekomendasi tindakan perbaikan jika ditemukan adanya penyimpangan dari 

rencana dalam pelaksanaan pemenuhan mutu. Dengan demikian ada jaminan 

kepastian terjadinya peningkatan mutu berkelanjutan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah disajikan mengenai 

Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1) Penetapan standar mutu di SMP Negeri 1 Bantarkawung, dimulai dengan 

menggunakan dasar penetapan standar mutu mengacu 8 standar nasional 

pendidikan dengan selalu menyesuaikan peraturan 8 standar nasional 

pendidikan yang berlaku, serta mempertimbangkan visi, misi, dan 

kemampuan sumber daya sekolah. Penetapan standar mutu melibatkan 

perwakilan dari masing-masing unit kerja, komite sekolah, dan pengawas 

sekolah. 

2) Pemetaan mutu di SMP Negeri 1 Bantarkawung dilakukan berdasarkan hasil 

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) untuk memetakan 8 standar nasional pendidikan 

dengan didukung bukti fisik, sehingga dapat menggambarkan mutu sekolah 

secara akurat. 

3) Penyusunan rencana mutu diwujudkan dalam bentuk RKJM/RKT di SMP 

Negeri 1 Bantarkawung. Persiapan sekolah berupa pembentukan tim 

penyusun, kemudian tim mengikuti pembekalan mengenai kebijakan-

kebijakan dan perumusan rencana kerja sekolah (RKS). Dasar 
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yang digunakan dalam menyusun RKJM/RKT yaitu visi misi sekolah, 

tujuan sekolah, kebijakan mutu sekolah, dari hasil evaluasi diri sekolah. 

RKJM/RKT berisi program dan kegiatan pemenuhan 8 standar nasional 

pendidikan, tujuan, indikator keberhasilan, bentuk kegiatan, jadwal, dan 

sumber dana. RKJM/RKT disahkan oleh kepala sekolah atas persetujuan 

komite sekolah dan disosialisasikan kepada seluruh unit kerja melalui 

rapat. 

4) Pelaksanaan pemenuhan mutu di SMP Negeri 1 Bantarkawung melalui 

realisasi program dan kegiatan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan 

yang telah disusun dalam RKJM/RKT dengan didukung komitmen dari 

seluruh komponen sekolah. 

5) Evaluasi pemenuhan mutu di SMP Negeri 1 Bantarkawung dilakukan 

melalui evaluasi diri sekolah untuk melihat hasil pelaksanaan pemenuhan 

8 standar nasional pendidikan. Selain hasil, evaluasi dilakukan untuk 

melihat keterlaksanaan program yang telah ditetapkan dengan menetapkan 

petugas evaluasi sesuai bidang tugasnya, untuk selanjutnya dilaporkan 

kepada kepala sekolah atau disampaikan pada rapat manajemen sekolah. 

Berdasarkan evaluasi ditemukan permasalahan yang dihadapi, kemudian 

dirumuskan rekomendasi perbaikannya. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di 

SMP Negeri 1 Bantarkawung, peneliti memberikan saran sebagai berikut. 
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1) Penjaminan mutu pendidikan merupakan cara mengatur semua kegiatan dan 

sumber daya pendidikan yang diarahkan pada kepuasan pelanggan di SMP 

Negeri 1 Bantarkawung. Oleh karena itu, perlunya keterlibatan semua pihak 

sekolah dalam proses pendidikan melaksanakan tugas dengan penuh 

semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan layanan pendidikan sehingga 

memberikan layanan pendidikan yang sesuai atau melebihi harapan 

pelanggan. 

2) Pemerintah terutama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, 

perlu melakukan proses pelatihan pengembangan sekolah model SPMI, serta 

memberikan dukungan terhadap pembinaan sekolah model karena belum 

optimal dilaksanakan di sekolah. 

3) Bagi pihak SMP Negeri 1 Bantarkawung, perlunya pelatihan yang intensif 

bagi pihak sekolah dan pengawas sekolah terkait penggunaan dan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mengingat Evaluasi Diri 

Sekolah (EDS) yang mulai menerapkan sistem digital. 
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Lampiran 1. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 2. Surat Keterangan telah Penelitian 
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Lampiran 3. Profil Sekolah 
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Lampiran 4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

“Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung Kabupaten Brebes” 

No. Fokus Penelitian Indikator Sumber Data 
Alat Pengambilan Data 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

1. Gambaran umum 

SMP Negeri 1 

Bantarkawung 

a. Sejarah berdiri 

b. Letak geografis gedung  

c. Visi dan Misi SMP Negeri 1 

Bantarkawung 

d. Keadaan guru, siswa, karyawan  

e. Fasilitas penunjang dalam 

pelaksanaan penjaminan mutu 

pendidikan  

a. Kepala 

Sekolah 

b. Staf 

administrasi 

sekolah 
- 

 

√ 

 

√ 

2.  Pelaksanaan 

penjaminan mutu 

pendidikan 

a. Penetapan Standar Mutu 

Pendidikan 

1) Fungsi Standar Mutu 

Pendidikan 

2) Dasar penetapan standar 

a. Kepala 

Sekolah 

b. Wakil 

Kepala 

Sekolah 

 

√ 

 

- 

 

- 
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mutu pendidikan 

3) Pihak yang terlibat dalam 

penetapan standar mutu 

pendidikan 

Bidang 

Kurikulum 

c. Tim 

Renbang 

  b. Pemetaan Mutu Pendidikan 

1) Pemetaan mutu pendidikan 

berdasarkan hasil EDS 

2) Pemetaan mutu pendidikan 

pada 8 SNP 

3) Pemetaan mutu pendidikan 

didukung bukti fisik 

4) Pemetaan mutu pendidikan 

menggambarkan mutu 

sekolah  

a. Kepala 

Sekolah 

b. Wakil 

Kepala 

Sekolah 

Bidang 

Kurikulum 

c. Tim 

Renbang 

d. Dokumen 

EDS 

 

√ 

 

 

- 

 

√ 

  c. Penyusunan Rencana Pemenuhan 

Mutu Pendidikan 

1) Persiapan sekolah menyusun 

rencana pemenuhan mutu 

a. Kepala 

Sekolah 

b. Wakil 

Kepala 

 

√ 

 

 

- 

 

√ 
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pendidikan 

2) Dasar penyusunan rencana 

pemenuhan mutu pendidikan 

3) Isi rencana pemenuhan mutu 

pendidikan 

4) Pengesahan rencana 

pemenuhan mutu pendidikan 

5) Sosialisasi rencana 

pemenuhan mutu pendidikan  

Sekolah 

Bidang 

Kurikulum 

c. Tim 

Renbang 

d. Dokumen 

RKT 

  d. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu 

Pendidikan 

1) Pemenuhan 8 SNP 

2) Komitmen komponen 

sekolah dalam pelaksanaan 

pemenuhan mutu 

a. Kepala 

Sekolah 

b. Wakil 

Kepala 

Sekolah 

Bidang 

Kurikulum 

c. Tim 

Renbang 

 

√ 

 

- 

 

- 
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  e. Evaluasi Pemenuhan Mutu 

1) Evaluasi melalui EDS 

2) Tujuan evaluasi pemenuhan 

mutu 

3) Tahapan evaluasi 

pemenuhan mutu 

a. Kepala 

Sekolah 

b. Wakil 

Kepala 

Sekolah 

Bidang 

Kurikulum 

c. Tim 

Renbang 

 

√ 

 

- 

 

- 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 5. Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara Penelitian 

“Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Kab Brebes” 

Pedoman wawancara ini dibuat sebagai panduan peneliti dalam melakukan 

wawancara dengan informan terkait pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di 

SMP Negeri 01 Bantarkawung. 

Pertanyaan untuk Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kurikulum, dan Tim Perencanaan dan Pengembangan 

1. Apakah dasar yang digunakan sekolah dalam menetapkan standar mutu 

menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku? 

2. Apakah sekolah mempertimbangkan kebutuhan sekolah dalam menetapkan 

standar mutu? 

3. Pihak mana sajakah yang terlibat dalam penetapan standar mutu sekolah? 

4. Bagaimana proses pemetaan mutu sekolah? 

5. Apakah pemetaan mutu didukung oleh bukti-bukti fisik keadaan sekolah? 

6. Menurut Bapak/Ibu manfaat apa yang diperoleh sekolah dengan dilakukannya 

pemetaan mutu sekolah? 

7. Bagaimana persiapan sekolah dalam menyusun Rencana Strategis yang 

mencakup Rencana Kerja Jangka Menengah/Rencana Kerja Tahunan? 

8. Bagaimana pengesahan Rencana Strategis oleh kepala sekolah? 

9. Bagaimana komitmen warga sekolah dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan pemenuhan mutu? 



 
 

 
 

10. Bagaimana pelaksanaan evaluasi melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS)? 

11. Apa saja hambatan yang ditemui sekolah dalam pelaksanaan pemenuhan 

mutu dan bagaimana sekolah mengatasinya? 

  



 
 

 
 

Lampiran 6. Pedoman Dokumentasi 

Pedoman Dokumentasi 

“Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Kab Brebes” 

Pedoman dokumentasi berupa daftar dokumen yang akan dikumpulkan sebagai 

pendukung data penelitian. Daftar dokumen yang akan dikumpulkan yaitu: 

1. Gambaran umum SMP Negeri 1 Bantarkawung 

2. Dokumen Evaluasi Diri Sekolah SMP Negeri 1 Bantarkawung 

3. Dokumen Rencana Kerja Tahunan SMP Negeri 1 Bantarkawung 

4. Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah SMP Negeri 1 

Bantarkawung 

5. Dokumentasi Penyusunan RKAS SMP Negeri 1 Bantarkawung 

  



 
 

 
 

Lampiran 7. Transkrip Wawancara 

 

“Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Kab Brebes” 

Nama   : Ina Purnamasari, M.Pd/Kepala Sekolah/Informan 1 

Tempat  : Ruang Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Hari/tanggal  : Senin, 02 April 2018 

Waktu   : 10.00 – 11.30 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah dasar yang 

digunakan dalam penetapan 

mutu sekolah? 

Undang-Undang Pendidikan Guru dan Dosen, 

RKAS, Petunjuk Teknis BOS 

Dasar yang digunakan sekolah ya selalu 

menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, 

seperti undang-undang, peraturan-peraturan 

pemerintah, peraturan menteri pendidikan.  

2 Apakah sekolah 

mempertimbangkan 

kebutuhan sekolah dalam 

menetapkan standar mutu? 

Kaitan pertimbangan kebutuhan sekolah 

dengan visi misi, ya visi isi itu rumusan 

kebutuhan sekolah, apa yang sekolah 

inginkan, apa yang ingin sekolah ingin capai, 

dan tentunya kemampuan sumber daya 

sekolah itu juga menjadi pertimbangan. 

3 Pihak mana sajakah yang 

terlibat dalam penetapan 

standar mutu sekolah? 

Pelibatannya diwakilkan masing-masing ketua 

atau sekretaris dari unit kerja. Untuk pihak 

luar dengan melibatkan pengawas dari dinas. 

4 Bagaimana proses 

pemetaan mutu sekolah? 

Pemetaan mutu dilakukan per standar nasional 

pendidikan, per komponen standar nasional 

standar nasional pendidikan, sampai pada per 

indikator komponen standar nasional 

pendidikan. 

5 Apakah pemetaan mutu 

didukung oleh bukti-bukti 

fisik keadaan sekolah? 

Didukung bukti fisik dan keterangan tahapan 

pengembangan yang telah dicapai pada setiap 

indikatornya serta dirumuskan rekomendasi 

perbaikan selanjutnya 

6 Menurut Ibu manfaat apa 

yang diperoleh sekolah 

dengan dilakukannya 

pemetaan mutu sekolah? 

Sasaran mutu pendidikan mudah tercapai, 

karena pemetaan mutu menjadi bahan evaluasi 

dan koreksi, kemudian mengetahui sampai 

mana standar mutu dilaksanakan, mengetahui 

ketercapaian, dan memperoleh gambaran yang 

jelas situasi dan kondisi sekolah 

 



 
 

 
 

7 Bagaimana persiapan 

sekolah dalam menyusun 

Rencana Strategis yang 

mencakup Rencana Kerja 

Jangka Menengah/Rencana 

Kerja Tahunan? 

Musyawarah guru dan karyawan, komite, 

orang tua wali murid. Penyusunan Renstra 

menjadi tugas dan tanggung jawab Renbang, 

jadi tim penyusunannya dari Renbang. 

Penyusunan skedul itu penyusunan tahapan 

kegiatan dalam menyusun Renstra. 

8 Bagaimana pengesahan 

Rencana Strategis oleh 

kepala sekolah? 

Hasil musyawarah, pengesahan Renstra oleh 

kepala sekolah atas persetejuan komite 

sekolah dalam rapat finalisasi Renstra, 

diundang juga perwakilan dari masing-masing 

unit kerja. Sedangkan dinas, nanti akan 

diperiksa saat tinjauan ke sekolah. 

9 Bagaimana komitmen 

warga sekolah dalam 

pelaksanaan program dan 

kegiatan pemenuhan mutu? 

Mendukung sekolah berprestasi, pada 

dasarnya seluruh warga sekolah selalu terlibat 

aktif dalam kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan oleh sekolah. Para guru yang 

memiliki jabatan fungsional di sekolah juga 

memiliki komitmen yang tinggi dalam 

mendukung pelaksanaan program-program 

sekolah, rajin mengikuti rapat-rapat, aktif 

memberi pendapat dan usulan, dan 

tanggungjawab terhadap tugas yang 

dibebankan padanya. 

10 Bagaimana pelaksanaan 

evaluasi melalui Evaluasi 

Diri Sekolah (EDS)? 

Kami rutin melaksanakan EDS yaitu di akhir 

tahun pelajaran. Saat evaluasi juga ada diskusi 

untuk saling menyampaikan keluhan yang 

dirasakan oleh personil yang terlibat dalam 

pelaksanaan program. Setelah ketemu masalah 

selanjutnya dirumuskan rekomendasi 

perbaikan yang harus dilakukan, rekomendasi 

juga dirumuskan dari indikator yang belum 

dicapai maksimal. 

11 Apa saja hambatan yang 

ditemui sekolah dalam 

pelaksanaan pemenuhan 

mutu dan bagaimana 

sekolah mengatasinya? 

Hambatan biasanya biaya atau anggaran tiap 

tahunnya untuk pelaksanaan pemenuhan mutu, 

sekolah kemudian mengatasinya dengan 

memprogramkan pada tahun berikutnya, agar 

tidak terjadi hambatan kembali. 

 

 

  



 
 

 
 

“Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Kab Brebes” 

Nama   : Winarno, S.Pd/Wakil Kepala Sekolah Bid. Kurikulum/Informan 2 

Tempat  : Ruang Sekretariat Panitia USBN SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Hari/tanggal  : Senin, 16 April 2018 

Waktu   : 10.10 – 11.15 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah dasar yang 

digunakan dalam penetapan 

mutu sekolah? 

Dasarnya menggunakan peraturan pemerintah, 

karena pada peraturan pemerintah sudah diatur 

bagaimana cara sekolah untuk menetapkan 

mutu sekolah. 

2 Apakah sekolah 

mempertimbangkan 

kebutuhan sekolah dalam 

menetapkan standar mutu? 

Iya, sekolah pasti mempertimbangkan 

kebutuhan sekolah dalam menetapkan standar 

mutu. Kebutuhan sekolah artinya apa yang 

memang dibutuhkan sekolah untuk menjadi 

sekolah yang dapat sesuai dengan pelanggan. 

3 Pihak mana sajakah yang 

terlibat dalam penetapan 

standar mutu sekolah? 

Yang terlibat tentunya semua komponen 

sekolah, itu dari pihak sekolah. Pengawas 

sekolah terlibat juga, itu dari pihak luar 

sekolah. 

4 Bagaimana proses 

pemetaan mutu sekolah? 

Proses pemetaan mutu mencakup kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, analisis data dan 

informasi tentang capaian pemenuhan standar 

nasional pendidikan. Pada proses pemetaan 

mutu ini pastinya mengacu pada standar 

nasional pendidikan. 

5 Apakah pemetaan mutu 

didukung oleh bukti-bukti 

fisik keadaan sekolah? 

Iya didukung dengan bukti fisik, bukti fisik 

berupa dokumen ataupun dokumentasi 

kegiatan yang memang sebagai syarat dalam 

pemenuhan mutu. 

6 Menurut bapak manfaat apa 

yang diperoleh sekolah 

dengan dilakukannya 

pemetaan mutu sekolah? 

Manfaatnya banyak, salah satunya 

menghasilkan peta mutu pendidikan yang 

nantinya dimanfaatkan oleh sekolah, 

pemerintah daerah, dan pemerintah sebagai 

acuan perbaikan dan peningkatan mutu 

pendidikan sesuai kewenangan masing-

masing. 

7 Bagaimana persiapan 

sekolah dalam menyusun 

Rencana Strategis yang 

mencakup Rencana Kerja 

Sekolah mempersiapkan jadwal untuk 

menyusun Rencana Strategis, kemudian 

mengundang guru, karyawan, komite, 

orangtua/wali siswa untuk musyawarah. Dan 



 
 

 
 

Jangka Menengah/Rencana 

Kerja Tahunan? 

penyusunan renstra ini menjadi tugas tim, tim 

khusus penyusunan renstra. 

8 Bagaimana pengesahan 

Rencana Strategis oleh 

kepala sekolah? 

Untuk pengesahan ada beberapa tahap, salah 

satunya tadi musyawarah. Tim yang menjadi 

penanggungjawab sebelumnya memang 

dibentuk oleh kepala sekolah. Kemudian 

kepala sekolah memberikan arahan, tim tadi 

menyusun rencana kegiatan, mengumpulkan, 

mengolah data dan menyusun. Pengesahan 

dilakukan setelah melakukan finalisasi renstra 

tersebut. 

9 Bagaimana komitmen 

warga sekolah dalam 

pelaksanaan program dan 

kegiatan pemenuhan mutu? 

Seperti yang pernah kepala sekolah katakan, 

SMP Negeri 1 Bantarkawung mendukung 

sekolah berprestasi. Semua komponen sekolah 

diusahakan terlibat dalam kegiatan yang 

diselenggarakan sekolah, dalam rangka 

kemajuan sekolah. Intinya semua komponen 

sekolah saling berkontribusi dalam 

memajukan sekolah untuk menjadi sekolah 

berprestasi. 

10 Bagaimana pelaksanaan 

evaluasi melalui Evaluasi 

Diri Sekolah (EDS)? 

Pelaksanaan EDS disini setiap akhir tahun. 

Pada kegiatan evaluasi kami mencari hal yang 

dirasa masih kurang maksimal, selanjutnya 

kami merumuskan perbaikan untuk dilakukan 

agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 

11 Apa saja hambatan yang 

ditemui sekolah dalam 

pelaksanaan pemenuhan 

mutu dan bagaimana 

sekolah mengatasinya? 

Waktu, tugas mengajar dan tugas dalam 

pemenuhan mutu sering kali berbenturan, 

artinya banyak tuntutan yang memang semua 

harus dilaksanakan. Untuk cara mengatasinya 

dari pihak sekolah mengadakan koordinasi, 

mengatasi secara pribadi lebih pintar untuk 

mengatur waktu.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

“Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Kab Brebes” 

Nama   : Rosikhin, M.Pd/Tim Perencanaan dan Pengembangan/Informan 3 

Tempat  : Ruang Guru Sekolah SMP Negeri 1 Bantarkawung 

Hari/tanggal  : Selasa, 17 April 2018 

Waktu   : 09.30 – 10.15 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah dasar yang 

digunakan dalam penetapan 

mutu sekolah? 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri 

Pendidikan, dan pastinya acuan dari Undang-

Undang. 

2 Apakah sekolah 

mempertimbangkan 

kebutuhan sekolah dalam 

menetapkan standar mutu? 

Sekolah selalu mempertimbangkan kebutuhan 

sekolah dalam menetapkan standar mutu. 

Rumusan dari kebutuhan sekolah ada di visi 

dan misi sekolah. Visi dan misi tersebut apa 

yang ingin sekolah capai. 

3 Pihak mana sajakah yang 

terlibat dalam penetapan 

standar mutu sekolah? 

Pihak sekolah dan kalau dari pihak luar 

sekolah bisanya pengawas sekolah. 

4 Bagaimana proses 

pemetaan mutu sekolah? 

Proses pemetaan mutu meliputi kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, analisis data dan 

informasi capaian pemenuhan standar nasional 

pendidikan. Biasanya pengumpulan data dan 

informasi tersebut dilakukan selama kurang 

lebih 4 bulan (Juni – September) 

5 Apakah pemetaan mutu 

didukung oleh bukti-bukti 

fisik keadaan sekolah? 

Bukti fisik menjadi salah satu syarat dalam 

pemetaan mutu, karena dengan adanya bukti 

fisik membantu mengetahui apa saja yang 

sekolah sudah capai. 

6 Menurut bapak manfaat apa 

yang diperoleh sekolah 

dengan dilakukannya 

pemetaan mutu sekolah? 

Manfaatnya nanti menghasilkan peta mutu, 

dan peta mutu akan dianalisa lebih lanjut 

sehingga dapat digunakan sebagai acuan 

perencanaan pendidikan oleh sekolah, 

pemerintah daerah dan pusat sehingga upaya 

pemenuhan mutu pendidikan berjalan sinergis 

karena berasal dari sumber data dan informasi 

yang sama. 

7 Bagaimana persiapan 

sekolah dalam menyusun 

Rencana Strategis yang 

mencakup Rencana Kerja 

Jangka Menengah/Rencana 

Persiapan sekolah dalam menyusun renstra itu 

tercantum dalam uraian prosedur kerja. Mulai 

dari kepala sekolah membentuk tim, 

penugasan untuk tim, memberikan arahan, 

kemudian tim menyusun rencana kegiatan, 



 
 

 
 

Kerja Tahunan? kepala sekolah ikut meriview kegiatan 

tersebut, dan pengesahan renstra. 

8 Bagaimana pengesahan 

Rencana Strategis oleh 

kepala sekolah? 

Pengesahan renstra dilakukan kepala sekolah 

setelah prosedur kerja sudah terpenuhi, atau 

setelah tim kerja melakukan finalisasi hasil 

revisi rencana kerja tahunan. 

9 Bagaimana komitmen 

warga sekolah dalam 

pelaksanaan program dan 

kegiatan pemenuhan mutu? 

Komitmen sangat diperlukan dalam program 

pelaksanaan pemenuhan mutu, karena pada 

dasarnya dalam kegiatan tersebut merupakan 

kegiatan perbaikan, maksudnya melengkapi 

hal-hal yang dirasa kurang sebelumnya. Disini 

seluruh warga sekolah terlibat, satu sama lain 

menjalankan tugas dengan baik dan sesuai 

dengan prosedur agar mencapai apa yang 

sekolah harapkan. 

10 Bagaimana pelaksanaan 

evaluasi melalui Evaluasi 

Diri Sekolah (EDS)? 

Seperti biasa evaluasi diri sekolah dilakukan 

secara rutin setiap tahun. 

11 Apa saja hambatan yang 

ditemui sekolah dalam 

pelaksanaan pemenuhan 

mutu dan bagaimana 

sekolah mengatasinya? 

Tidak ada hambatan yang begitu berat. Hanya 

saja yang menjadi perhatian yaitu mengenai 

waktu, karena pada guru khususnya ada tugas 

mengajar yang kadang tidak bisa ditinggalkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 8. Dokumen Evaluasi Diri Sekolah 

 

 

 

 

 

DOKUMEN EVALUASI DIRI SEKOLAH 

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

  



 
 

 
 

Lampiran 9. Dokumen Rencana Kerja Tahunan 

 

 

 

 

 

DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUNAN 

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 10. Dokumen RKAS 

 

 

 

 

 

DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUNAN DAN 

ANGGARAN SEKOLAH 

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 11. Dokumentasi Penyusunan RKAS 

 

 

 

 

 

DOKUMENTASI PENYUSUNAN RKAS 

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 


